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ABSTRAK 
Resky Amalia P (E211 12 010). Implementasi Inovasi Kebijakan Program 
Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, 
(viii+104 Halaman+4 Gambar+7 Tabel+28 Pustaka (1985-2015).  
Pengentasan kemiskinan merupakan  upaya dan gagasan yang terus dilakukan 
oleh pemerintah meskipun program-program yang dilakukan oleh pemerintah 
seringkali tidak berkesinambungan dan kurang maksimal, bahkan cenderung 
tidak tepat. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi terhadap kemiskinan 
dalam hal ini memberikan berbagai inovasi-inovasi dalam penanggulangan 
kemiskinan misalnya kebijakan tentang PNPM MP namun seiiring berjalannya 
waktu dan terjadinya pergantian presiden maka kebijakan PNPM MP telah 
dihapuskan termasuk program-program yang terdapat di dalam PNPM namun 
salah satu program yang masih tetap dilanjutkan yaitu dana bergulir yang terdiri 
dari Usaha Ekonomi Produk (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
berdasarkan hal tersebut  pemerintah kecamatan tanasitolo beserta Unit 
Pengelola Keuangan (UPK) melakukan sebuah kebijakan yang inovatif untuk 
menanggulangi terjadinya penunggakan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan 
tentang pembuatan surat pernyataan ahli waris kepada setiap anggota SPP dan 
pemberian jaminan. 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
inovasi kebijakan tersebut jika dilihat dari teori inovasi implementasi yang 
dikemukakan oleh Toddy Steellman  yaitu dari segi faktor individu yang terdiri 
dari Motivasi, Norma-Norma, dan Kesesuaian. pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
menginterpratasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada UPK 
kecamatan Tanasitolo.  
       Hasil Penelitian terhadap inovasi kebijakan program SPP diketahui dengan 
menggunakan tiga faktor yaitu Motivasi, Norma-norma dan Kesesuaian. 
Implementasi inovasi dari faktor individu dapat dilihat dengan terjadinya 
peningkatan pelunasan tunggakan setelah kebijakan tersebut diterapkan, 
kemudian dari faktor norma-norma dapat dilihat dengan tingginya tingkat minat 
masyarakat terhadap program tersebut karena mampu meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Sedangkan faktor kesesuain dapat dilihat bahwa inovasi kebijakan 
jika dilihat dari faktor kesesuaian masih terdapat ketidaksesuaian terhadap 
masyarakat terbukti dengan adanya satu keluarga yang bertanda tangan dalam 
surat pernyataan ahli waris meninggalkan daerah setempat tanpa 
sepengetahuan pihak pemerintah kecamatan Tanasitolo dan pihak UPK. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Inovasi, Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Unit 
pengelola Keuangan (UPK) 
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    ABSTRACT 
Resky Amalia P(E211 12 010), Implementing Innovation policy Program 
Women's savings and loan (SPP) in Tanasitolo Districk Wajo Regency , xviii 
+ 104 pages  + 4image + +7 Table+ 28library(1985-2015)  
Poverty reduction is an effort and ideas that should be done by the government 
even though the programs undertaken by the government was often not 
sustainable, and less than the maximum, even tend to be right. Therefore the 
government to provide solutions to poverty in this case provide a wide range of 
innovations in poverty alleviation example, policies about PNPM MP, but 
concurrently running her time and the change of president, a policy of PNPM MP 
has been abolished, including the programs contained in the PNPM but one 
program that still continues is a revolving fund which consists of Economic 
business Products (UEP) and Women's savings and loan (SPP) based on these 
sub-district government Tanasitolo along Project Management Unit (UPK) 
conduct an innovative policy to prevent work-payment by issuing policies about 
making a statement of the heirs to each member of the SPP and the provision of 
guarantees.  
The purpose of this study was to determine how the application of the policy 
innovation when seen from the implementation of innovation theory proposed by 
Toddy Stell Man that is in terms of individual factors which consists of Motivation, 
Norms, and Compliance. the research approach used is qualitative descriptive 
that is to give a clear picture of the issues studied, menginterpratasikan and 
explain the data systematically on UPK Tanasitolo districts. Research on 
innovation policies SPP program known by using three factors: Motivation, 
Norms and Conformity. Implementation of the innovation of the individual factors 
can be seen by the increase in repayment arrears after the policy is 
implemented, then the norms of the factors can be seen by the high level of 
public interest in the program because it can improve people's lives. Whereas 
suitability factors can be seen that when viewed from the policy innovation 
suitability factors still there is a mismatch on the community as evidenced by the 
presence of one family who signed the affidavit heir left the local area without the 
knowledge of the government party and the UPK Tanasitolo districts. 
Keywords :Implementation, Innovation, Women's savings and loan (SPP),Project 
Management Unit (UPK) 
 
 
iv 
 
 
v 
 
vi 
 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu  
       Syukur alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dzat yang 
maha Agung, maha bijaksana atas segala limpahan karunia dan hidayah yang 
diberikan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan Judul “Implementasi Inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam 
Perempuan di Kecamatan Tanasitolo”. Tak lupa pula penulis kirimkan Syalawat 
dan Salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW sang pemilik semua 
kalimat, penghulu semua mahluk yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam 
menuntun ummatnya kearah yang lebih baik.  
       Banyak tantangan maupun kendala dalam penulisan skripsi ini. Namun 
dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa 
hormat, penulis wajib mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 
bapak Dr. Suryadi Lambali, MA selaku pembimbing 1(satu) dan Dr. Hj. 
Syahribulan, M.si selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan banyak 
waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, maupun dorongan yang 
sangat berarti sejak proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan 
hingga selesainya penulisan skripsi ini.  
       Penulis juga wajib mengucapkan banyak terima kasih dengan segala 
kerendahan hati dan segenap cinta dan hormat kepada Ayahanda tercinta 
H.Pamelleri dan ibunda tercinta Hj.Nadirah yang telah membesarkan dan 
mendidik penulis, penulis mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf 
kepada beliau karena dengan dukungan beliau pula penulis dapat melanjutkan 
pendidikan hingga keperguruan tinggi. Penulis menyadari begitu banyak 
pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa, terima kasih 
atas segala pengorbanan, dan doa serta kasih sayangnya baik materi dan moral 
secara rohani dan jasmani. Serta saudara-saudara saya Kakanda Hj. 
Nurnanensy dan Hj.Nuryemmi yang selalu memberikan dorongan dan semangat 
selama saya sekolah dan juga semua keluarga yang senantiasa mendoakan dan 
turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
viii 
       Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, 
penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada :  
1. Ibu Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta para pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan 
staf.  
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik dan staf.  
3. Ibu, Dr.Hj.Hasniati, S.Sos,M.Siselaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Drs. Nelman Edy M.Siselaku 
Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.  
4. BapakDr. Suryadi Lambali, MAselaku pembimbing I dan Dr. Hj. 
Syahribulan, M.si selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan 
dorongan atas penyelesaian skripsi penulis. 
5. Bapak Prof. Dr. Haselman, M.Si,Prof. Dr. Suratman  dan Adnan Nasution, 
S.sos., M.si  selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima 
kasih penulis ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam sidang skripsi 
penulis beserta masukan-masukan dan saran yang telah diberikan terhadap 
skripsi penulis. 
6. Para dosen pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas 
Hasanuddin atas bimbingan, arahan, didikan dan motivasi yang diberikan 
selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan beserta para staf jurusan Ka Ina, 
Kak Ros, Bu Ani, dan Pak Lili yang telah banyak membantu.  
7. Seluruh anggota HUMANIS FISIP UNHAS tanpa terkecuali yang 
merupakan salah satu tempat saya belajar selama kuliah di UNHAS.  
8. Seluruh Keluarga besar UKM KPI UNHAS yang telah mendukung, 
memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa selama 
kuliah. Terkhusus kepada pengurus periode 2015 dan Angkatan V UKM KPI  
ix 
yang telah banyak mengukir cerita dalam hidup saya dengan Ulah-Ulahnya 
baik suka maupun duka. 
9. Seluruh Keluarga besar UKM Tenis Meja UNHAS yang selama ini telah 
mendukung, memberikan dorongan kepada saya dan selalu mengerti saya 
selama saya menjadi bagian dari mereka. 
10. Teman-Teman seperjuangan  RELASI 2012, yang telah banyak 
memberikan pengalaman kepada saya selama saya menginjakkan kaki di 
Unhas.  
11. Teman-Teman Avastech.inc yang sampai sekarang masih terus 
mendukung dan memberikan motivasi kepada saya. 
12. Sahabat – Sahabat saya Ana, Nanda, Ifva, Sulpe, Gusti, Neno, Unyil, Ika 
dan Ela  yang telah banyak berkontribusi kepada saya selama saya kuliah. 
Serta sahabat Nuha yang sampai sekarang terus mendukung dan 
memberikan motivasi kepada saya. Juga kepada teman seperjuangan 
PIMNAS 27 Dian, Itto dan Nunu.Serta Sepupu Iin dan Ifal yang telah 
mendorong dan banyak membantu dalam pembuatan Skripsi saya. 
       Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan 
merupakan suatu hal yang instant, tetapi buah dari suatu proses yang relatif 
panjang menyita segenap tenaga dan pikiran, namun atas bantuan dan 
dorongan yang diberikan berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Sebagai penutup penulis sadar akan segala keterbatasan yang ada 
oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membagun sangat penulis 
harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dan 
terkhusus bagi para pembaca, Amin.  
Makassar, 9 Februari 2016  
 
Penulis 
x 
DAFTAR ISI 
Halaman Judul ............................................................................................ i 
ABSTRAK ................................................................................................... ii 
ABSTRACK ................................................................................................ iii 
Pernyataan Keaslian ................................................................................. iv 
Lembar Persetujuan Skripsi ...................................................................... v 
Lembar Pengesahan Skripsi .................................................................... vi 
Kata Pengantar......................................................................................... vii 
Daftar isi ...................................................................................................viii 
Daftar Gambar ........................................................................................... ix 
Daftar Tabel ................................................................................................ x 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 
I.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 
I.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 7 
I.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 7 
I.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 9 
II.1. Konsep Kebijakan Publik ...................................................................... 9 
II.1.1. Pengertian Kebijakan ......................................................................... 9 
II.1.2. Proses Kebijakan Publik................................................................... 10 
II.2. Implementasi Kebijakan Publik ........................................................... 12 
II.2.1.Pengertian Implementasi................................................................... 12 
II.2.2. Proses Implementasi ........................................................................ 18 
II.3. Konsep Program ................................................................................. 20 
II.3.1.Pengertian Program .......................................................................... 20 
II.4. Inovasi Kebijakan SPP ........................................................................ 24 
II.4.1. Inovasi kebijakan SPP sebelum PNPM MP Berakhir ........................ 24 
II.4.2. Inovasi kebijakan SPP Sesudah PNPM MP berakhir ....................... 24 
II.5. Konsep Inovasi ................................................................................... 26 
 II.5.1.Pengertian Inovasi ........................................................................... 26 
II.5.2. Hambatan-hambatan Inovasi ........................................................... 29 
II.5.3. Inovasi Dalam Kebijakan Publik ....................................................... 30 
II.6. Implementing Innovation (Implementasi Inovasi .................................. 33 
II.6.1. Pengertian Implementasi Inovasi ..................................................... 33 
II.6.2. Faktor-faktor Implementasi Inovasi .................................................. 34 
II.7. PNPM MP SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ..................................... 38 
II.7.1 Pengertian PNPM Mandiri dan SPP MP ............................................ 40 
II.8. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 43 
xi 
II.9. Kerangka Fikir ..................................................................................... 46 
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 49 
III.1. Pendekatan Penelitian ....................................................................... 49 
III.2. Tipe Penelitian ................................................................................... 49 
III.3. UnitAnalisis ........................................................................................ 49 
III.4. Informan ............................................................................................. 50 
III.5. Jenis dan Sumber Data ...................................................................... 51 
III.6. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 51 
III.7. Teknik Analisis Data ........................................................................... 52 
 III.8. Fokus Penelitian ................................................................................ 53 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 55 
IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................... 55 
IV.1.1 Gambaran umum Kabupaten Wajo ......................................................... 55 
              IV.1.2.Gambaran umum Kecamtan Tanasitolo ............................. 62 
                         IV.1.2.1.Letak Wilayah ....................................................... 62 
                         IV.1.2.2. Potensi Daerah Kecamatan Tanasitolo ............... 63 
                         IV.1.2.3.Visi Misi Kecamatan Tanasitolo ............................ 67 
                         IV.1.2.4. Struktur Organisasi Kecamatan  Tanasitolo......... 68 
              IV.1.3 Struktur Organisasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) ......... 68 
       IV.2. Hasil Penelitian ........................................................................... 72 
  IV.2.1. Implementasi Kebijakan Program SPP di Kecamatan 
                          Tanasitolo ......................................................................... 72  
    IV.2.2. Implementasi Inovasi Kebijakan Program SPP di Kec.  
                         Tanasitolo .......................................................................... 77 
  IV.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Inovasi Kebijakan 
                         Program SPP di kecamatan tanasitolo .............................. 80 
                         IV.2.3.1. Motivasi ............................................................... 81 
                         IV.2.3.2 Norma dan Harmoni ............................................. 85 
                         IV.2.3.2 Keselarasan/Kesesuaian ...................................... 89 
        IV.3. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................... 96 
                         IV.2.1. Motivasi .................................................................. 96 
    IV.2.2. Norma dan Harmoni.................................................................... 99 
                         IV.2.3. Kesesuaian dan keselarasan ................................. 99 
BAB V PENUTUP .....................................................................................103 
      V.1.  KESIMPULAN.............................................................................103 
       V.2. SARAN .......................................................................................104 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................xiv 
RIWAYAT HIDUP .....................................................................................xvii 
xii 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar II.1.Proses Implementasi Kebijakan ................................................... 19 
Gambar II.2.Inovasi dalam Kebijakan .............................................................. 32 
Gambar II.3. Factor Implementation Innovation ............................................... 38 
Gambar IV.1. Struktur Organisasi UPK ............................................................ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
DAFTAR TABEL 
Tabel IV.1.Jumlah kelompok SPP ................................................................... 72 
Tabel IV.2.Jenis Usaha SPP ........................................................................... 74 
Tabel IV.3.Surplus dana SPP hingga 2015 ..................................................... 76 
Tabel IV.4.Data penunggakan Kelompok SPP di Kec. Tanasitolo ................... 92 
Tabel.IV.5. Data Penunggakan Kelompok Zalsabilah 1 ................................... 92 
Tabel.IV.6. Data Penunggakan Kelompok Salsabilah 2 .................................. 93 
Tabel. IV.7. Data Penunggakan Kelompok Al-Asri .......................................... 94 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
       Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas 
oleh pemerintah maupun organisasi diluar. Namun, karena keterbatasan peran di 
dalam perlibatan pengentasan kemiskinan, program-program yang dilakukan 
oleh pemerintah seringkali tidak berkesinambungan dan kurang maksimal, 
bahkan cenderung tidak tepat. Oleh karenanya kondisi kemiskinan di Indonesia 
nampaknya tidak mengalami perubahan atau kemajuan dibanding kondisi 
lainnya. Seperti perkembangan demokrasi. Bahkan dalam keadaan demokrasi 
sudah berubah namun kemiskinan di Indonesia tetap menunjukkan gambaran 
yang memprihatinkan 
       Kemiskinan terjadi karena akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan 
banyak aspek. Bukan hanya semata-mata aspek ekonomi. Kemiskinan juga 
berkaitan dengan aspek sosial, politik, budaya, sumberdaya manusia (pendidikan) 
dan berbagai aspek lainnya. 
       Oleh karena itu, fenomena yang seperti ini perlu mendapat perhatian yang 
serius, terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan,pelaksana 
kebijakandan pembuat kebijakan agar  memberikan solusi terhadap kemiskinan 
dan memberikan berbagai inovasi-inovasi dalampenanggulangan kemiskinan. 
Namun, tidak hanya sekedar memberikan inovasi dalam penanggulangan 
kemiskinan akan tetapi bagaimana agar dalam pengimplementasian inovasi 
tersebut dapat terimplementasikan dengan baik tanpa ada tantangan dalam 
pelaksanaanya. Sebab efektivitas pelaksanaan suatu program sangat tergantung 
pada kemauan, kemampuan penduduk serta pihak konsultan, 
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fasilitator,pemerintah sebagai mitra kerja, serta adanya inovasi-inovasi baru 
dalam setiap kebijakan termasuk pula dalam pengimplementasiannya. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan (Steelman 2010:4) bahwa sebagian langkah 
yang tepat telah banyak dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan 
berbagai inovasi namun permasalahannya terletak pada segi 
pengimplementasiannya, keberhasilan suatu inovasi bergantung pada berhasil 
atau tidaknya pengimplementasian inovasi tersebut. 
       Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karenanya, keputusan program 
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 
agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya 
finansial dan manusia. Namun tidak hanya suatu program kebijakan 
diimplementasikan begitu saja melainkan suatu pengimplementasian program 
yang baik yaitu dengan adanya inovasi-inovasi dalam pengimplementasiannya.  
 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan 
kemiskinan yaitu melalui pembangunan yang bertumpu pada negara, menjadi 
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan 
istilah pembangunan masyarakat (community development). Dalam hal ini, 
pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk 
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.  
Wujud dari keseriusan pemerintah dalam bidang pembangunan, yaitu dengan 
menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan 
mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
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(PNPM MP), yang diatur berdasarkan Kepmen Kordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat No. 25/Kep/Menko/kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan secara umum dikelola oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dan secara umum dikelola oleh 
Badan Pengembangan Masyarakat (BPM). 
       Program Pemberdayaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 
untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi 
sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal 
berbagai sumber daya yang terbatas. PNPM MP yang sudah dimulai sejak tahun 
2007 merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat 
PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 
perluasan kesempatan kerja diwilayah pedesaan/kelurahan. 
       Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang 
mempunyai  tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan 
pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan 
kemudahan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) sebagaimana yang telah 
dijelaskan di dalam PNPM MP PTO penjelasan X bahwa dana bergulir terdiri 
atas dua jenis  yaitu program SPP dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) program 
tersebut mendapatkan permodalan dan menyediakan pendanaan untuk 
peningkatan kapasitas kelompok usaha), kegiatan peningkatan kapasitas usaha 
kelompok perempuan (menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan 
modal kerja untuk satu siklus usaha) Dengan tujuan pelestarian dan 
pengembangan dana bergulir baik yang bersumber dari kegiatan SPP dan 
UEPyang berasal dari PPK  agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan mekanisme. 
4 
       Pada prinsipnya, PNPM MP SPP merupakan upaya pemerintah untuk 
membantu memberdayakan masyarakat khsusunya perempuan, yang bertujuan 
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui 
pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka 
akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih 
mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga. 
       Pelaksanaan program PNPM MP SPP bertumpu pada pendekatan proses 
partisipatif. Keswadayaan dari kelompok masyarakat yang menjadi target 
program, sehingga pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan 
membimbing. Dalam implementasinya, program ini melibatkan seluruh aspek 
baik dari aspek daerah, pemerintah, pihak konsultan maupun dari segenap 
lapisan masyarakat yang menjadi sasaran dari program SPP. 
 Namun berdasarkan keputusan pemerintah mengenai pemberhentian 
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ) ditahun 2015 ini melalui 
surat dirjen PMD Nomor : 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang 
kontrak kerja Fasilitator PNPM MP dalam surat itu disebutkan bahwa kontrak 
kerja fasilitator berakhir pada 31 Desember 2014. Meskipun secara kebijakan 
PNPM sudah berakhir namun program dana bergulir  SPP dan UEP khususnya 
di Tanasitolo masih tetap berjalan dan secara otomatis program SPP dan UEP 
dinaungi oleh BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) sebagaimana dijelaskan 
dalam peraturan Bupati wajo Nomor 58 tahun 2015 tentang perlindungan dan 
pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP) 
kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 
pedesaan/integrasi (PNPM-MP/ integrasi) kabupaten wajo. BKAD merupakan 
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sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan disatu wilayah dalam 
satu kecamatan melalui forum musyawarah antar desa yang susunan 
keanggotaanya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, selain itu BKAD 
merupakan badan pemegang dan pengelolah tertinggi serta lembaga tertinggi 
dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan 
melalui MAD, yang sebelumnya BKAD hanya sebagai lembaga yang berfungsi 
sebagai pimpinan forum dan UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) sebagai pemegang 
dan pengelola tertinggi. 
       Berdasarkan hal tersebut proses pengelolaan dana SPP dan UEP sebelum 
dan sesudahnya juga mengalami inovasi dalam pengimplementasiannya. 
Sebelum PNPM MP berakhir diterapkan aturan tanggung renteng yaitu tanggung 
bersama jika salah satu anggota melakukan penunggakan maka semua anggota 
dalam kelompok tersebut melakukan tanggung bersama, secara bersamaan juga 
diterapkan sanksi lokal yaitu sanksi yang dikenakan kepada desa setempat 
dalam hal ini jika salah satu kelompok mengalami penuggakan maka desa 
kelompok tersebut tidak mendapatkan dana fisik dan dana SPP.Sejalan dengan 
itu dengan berakhirnya PNPM MP maka aturan mengenai surat pernyataan ahli 
waris dan jaminan BPKB, SPPT dll dibuat setelah SPP berada dibawah naungan 
BKAD mengingat sanksi lokal  secara otomatis telah dihapus bersamaan dengan 
berakhirnya PNPM  MP, surat pernyataan ahli waris tersebut dimaksudkan agar 
setiap anggota yang tergolong dalam kelompok SPP harus mempunyai jaminan 
seperti BPKB, SPPT dll dan wajib membuat surat pernyataan ahli waris yang 
ditanda tangani oleh keluarga dekat baik suami maupun anak hal tersebut 
dimaksudkan untuk lebih mengikat anggota anggota SPP untuk menghindari 
terjadinya hal-hal yang menyebabkan proses pengimplementasian terhambat. 
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Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah 
kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadi sasaran dari PNPM MP SPP. 
Berdasarkan profil kecamatan Tanasitolo dijelaskan bahwa Kecamatan ini terdiri 
dari 15 desa dan 4 Kelurahan , dengan jumlah penduduk 38.090 jiwa atau 3177 
KK. Mata pencaharian sebagian besar warga di Kecamatan ini adalah Petani, 
selain itu ada juga yang bekerja sebagai nelayan,pedagang dan karyawan  
swasta maupun Negeri serta pengrajin  sutra. 
       Sebanyak 47 persen KK di Kecamatan ini tergolong sebagai KK miskin/ 
Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa termiskin di Kecamatan ini adalah Desa 
Waetuwo, dengan jumlah RTM hingga 113 KK dan penghasilan rata-rata Rp 
12500 per hari. Sebagian besar (70 persen) masyarakatnya berpendidikan 
Sekolah Dasar.  
       Berdasarkan laporan permasalahan fasilitator SPP dan UEP bulan Agustus 
2015 bahwa Masyarakat Kecamatan Tanasitolo yang menjadi sasaran program 
SPP (target groups) masih memiliki beberapa kendala diantaranya masih 
terbatasnya kemampuan serta keterampilan dari penduduk miskin itu sendiri, 
diantaranya adalah kurangnya keterampilan, pengalaman berusaha, pemilihan 
jenis usaha yang produktif dan seringnya terjadi penunggakan kelompok SPP 
diberbagai Desa.Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan program SPP itu sendiri. 
       Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Implementasi Inovasi (Implementing Innovation) 
Kebijakan Program (SPP) Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo”. 
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I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  dalam latar belakang masalah 
diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalahsebagai berikut : 
 
a. BagaimanaImplementasi Inovasi kebijakan Program Simpan Pinjam khusus 
Perempuan (SPP)di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ? 
b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Inovasi Kebijakan 
Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten 
Wajo 
I.3. Tujuan Penelitian 
Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui  bagaimana implementasi inovasi kebijakan Program 
Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo. 
b. Untuk mengetahui  faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi 
inovasi kebijakan Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Penulis mengadakan penelitian ini dengan mengharapkan adanya 
manfaat yang diberikan pada berbagai pihak, baik pada manfaat akademis 
maupun manfaat praktis, antara lain : 
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1) Manfaat akademis 
Sebagai bahan masukan atau menambah informasi bagi penulis dan pihak lain 
untuk meneliti topik pembahasan yang berkaitan dengan Inovasi Implementasi 
Kebijakan terhadap penanggulangan kemiskinan. 
2)  Manfaat praktis 
Sebagai bahan masukan kepada para pembuat kebijakan (policy maker)dan 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam hal ini pelaksana kebijakan 
untuk lebih memahami masalah implementasi kebijakan sehingga dalam 
pengimplementasian dapat berlangsung secara efektif dan efesien sesuai 
dengan kebijakan yang ada. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep Kebijakan Publik  
II.1.1. Pengertian Kebijakan 
       Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena baru berkembang 
pesat di Amerika Utara dan Eropa setelah perang dunia kedua. Ilmu ini 
sesugguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan sinisme 
terhadap ilmu politik oleh karena itu ilmu politik dipandang tidak aplikabel, tidak 
praktis dan lebih bersifatt analisis teoritis belaka. Sebagai bagian khusus dari 
ilmu politik dan mempunyai korelasi yang erat dengan ilmu pemerintahan, ilmu 
administrasi publik, ilmu managemen, ilmu ekonomi-politik dan ilmu ilmu lainnya 
maka ilmu kebijakan publik ini membekali diri dalam kerangka proses dan upaya 
menyediakan solusi sosial yang timbul dalam masyarakat. 
      Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone 
(1971: 18). Ia mengatakan bahwa “ secara luas” kebijakan publik dapat 
didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan 
lingkungannya”.Konsep yang ditawarkan eyestone ini mengandung pengertian 
sangat luas dan mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik 
diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa ”kebijakan publik adalah 
apapun yang oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.  Batasan 
yang diutarakan oleh Dye tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara 
apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. 
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Amir Santoso (Winarno (2007:19)mengkomparasi berbagai definisi yang 
dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik 
menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik 
dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang 
menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli 
dikelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat 
disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua berangkat dari para ahli 
yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli 
yang masuk dalam kategori ini terbagi atas dua kubu, yakni mereka yang 
memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerinah yang 
mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap 
kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.  
       Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan 
publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan 
dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara 
ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi 
kebijakan.Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari 
rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan 
Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang 
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. 
 II.1.2. Proses Kebijakan Publik 
Dalam buku William Dunn (1999:25) menguraikan tahap-tahap dalam proses 
pembuatan kebijakan publik yaitu : 
1. Perumusan masalah / penyusunan agenda 
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       Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan 
dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari 
definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui 
penyusunan agenda(agenda setting). Perumusan masalah dapat 
membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis 
penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, 
memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang 
peluang-peluang kebijakan yang baru. 
2. Peramalan/ Formulasi Kebijakan 
       Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai 
akibat dari diambilnya alternatife, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini 
dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan , peramalan dapat menguji 
masa depan yang plausible, potensial, dan secara normatife bernilai, 
mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan 
mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian 
tujuan, dan mengestimasikan kelayakan public (dukungan dan oposisi) 
dari berbagai pilihan. 
3. Rekomendasi / adopsi kebijakan 
       Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatife yang 
akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini 
membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. 
Rekomendasi membantu mengistemasi tingkat risiko dan ketidak pastian, 
mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam 
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pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrative 
bagi implementasi kebijakan. 
4. Pemantuan / implementasi kebijakan 
       Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan 
dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. 
Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. 
Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan 
dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan dibidang 
kesehatan,pendidikan, kesejahtraan, kriminalitas, ilmu dan teknologi. 
5.  Evaluasi / penilai kebijakan 
       Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 
tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan 
dengan yang benar-benar dihasilkan. Ini membantu pengambilan 
kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan 
kebijakan. 
II.2. Implementasi Kebijakan Publik 
II.2.1. Pengertian Implementasi 
       Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan 
teracapainya dengan fakta yang telah terjadi telah menimbulkan kesadaran 
mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Untuk mengenal lebih jelas mengenai 
implementasi kebijakan berikut ini beberapa definisi mengenai implementasi 
kebijakan : 
       Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang 
mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 
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tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai 
kepentingan.Menurut Jenkins Studi Implementasi (Parson, 2011:463) adalah:  
adalahstudi perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa 
dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan 
politik; bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan 
urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi 
mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat 
mereka bertindak secara berbeda. 
 
       Menurut Ripley dan Franklin (jurnal kebijakan & administrasi public Vol.19 
nomor 1 mei 2015:29) mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan public 
adalah  
“apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 
otoritas program,kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 
nyata (tangible output). Inti dari maksud implementasi kebijakan public 
adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy 
output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran 
(target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.” 
 
       Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau 
disetujui. Seperti dinyatakan (Anderson1975 :98) : “kebijakan dibuat saat ia 
sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat “Implementasi adalah pelaksanaan 
pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain. Akan tetapi biasanya kita 
cenderung menganggap sistem politik sebagai sesuatu yang menambah 
problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi. 
Administrasi, menurut sudut pandang Wilsonian, akan mengambil alih setelah 
kebijakan selesai. Pekerjaan administrator adalah melaksanakan kebijakan yang 
dirumuskan oleh pembuat kebijakan, dan peran penyedia layanan adalah 
menjalankan kebijakan yang diatur oleh birokrat.  
       Salah satu alasan mengenai pentingnya studi implementasi yakni sebagai 
upaya untuk mengungkap serta memahami adanya kesenjangan atau perbedaan 
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antara apa yang direncanakan semua dengan apa yang sesungguhnya 
terlaksana atau yang diwujudkan dan diterima masyarakat sebagai produk 
kebijakan.  
       Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi  dapat dilihat pada 
pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene 
Bardach (Thaha, Vol X No 1  2014) : 
“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 
kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam 
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga 
para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi 
untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang 
termasuk mereka anggap klien” 
 
       Dalam pandangan lain (Daniel Mazmanian dan paul 
Sabatier1998:61)mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai : 
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 
ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya” 
 
       Dari kedua definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi 
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 
(2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil 
kegiatan. 
Implementasi  dalam arti secara leksikal adalah pelaksanaan. Implementasi 
dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang 
menjadi kenyataan. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan 
yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Dari beberapa pengalaman di negara-negara maju maupun negara-negara 
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berkembang menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan 
berbagai faktor mulai dari yang sederhana hingga rumit turut mempengaruhi 
proses implementasi. Pengaruhnya dapat sebagai pendorong keberhasilan 
mencapai tujuan atau sebaliknya menjadi penyebab kegagalan. 
Dunn (1999:144) dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, 
penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa 
bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan 
mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. 
       Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement 
(mengimplementasikan) berarti “to provide the means for carring out” 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) “ to give practical effect to” 
(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).Berdasarkan pandangan 
tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses 
melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasa dalam bentuk undang-
undang,peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau 
dekrit presiden). 
       Sejalan dengan itu (Rasyid, Vol X Nomor 1 2014:60) Bernadine R. Wijaya & 
Susilo Supardomengatakan bahwa implementasi adalah proses 
mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.Sedangkan Riggs 
mengemukakan bahwa ada beberapa alas an mengapa kebijakan tidak berjalan 
sebagimana mestinya atau tidak efektif, yaitu factor penyebabnya adalah 
kelemahan dalam birokrasi.Sementara Myrdal dalam Abidin menegaskan bahwa 
karena berkembangnya korupsi dalam birokrasi dan system politik. 
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(Rasyid, Vol X Nomor 1 2014:60) Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa 
kata kerja ”mengimplementasikan”  itu sudah sepantasnya terkait langsung 
dengan kata benda “ kebijaksanaan”. Maka proses untuk melaksanakan 
kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah 
keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan 
berlangsung mulus.Agak mirip kedua pandangan ahli diatas , Van Metter dan 
Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai 
“those action by public or private individuals (or groups) that are directed at 
the achievement of objectives set forth in prior policy decisons” 
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu –individu maupun pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan  dalam keputusan 
kebijaksanaan”. 
Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa 
perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat 
kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu 
pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijkasanaan 
dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan 
kebijaksanaan dengan prestasi kerja (performance) . Kedua ahli ini menegaskan 
pula pendiriannya bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak 
merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. 
Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi 
kebijaksanaan menurut (Rasyid, Vol X Nomor 1 2014:62) : 
1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan 
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2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-
pihak yang terlibat dalam proses impelementasi.  
       Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi akan 
dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian 
bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang 
dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama 
mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi. 
Hal ini yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah bahwa jalan yang 
menguhubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh 
sejumlah variabel bebas (independent variable)  yang saling berkaitan. 
Variabel-variabel bebas itu (Agustino,2006:142)yaitu : 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
2. Sumber daya 
3. Karakteristik agen pelaksana 
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. 
Lain halnya dengan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Model 
pendekatan yang dikemukakan oleh kedua pakar kebijakan diatas merupakan 
bentuk kebijakan top-down yang biasa disebut A model of the policy 
Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 
performasi suatu impelementasi kebijakan yang pada dasarnya yang secara 
sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi 
dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan 
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang 
tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.  
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 Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara 
secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood  dan Lewis 
A.Gun yang dikutip (Wahab 1997:71-78 yaitu : 
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak 
akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan hambatan 
tersebut ternyata mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. 
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 
memadai 
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu 
hubungan kausalitas yang handal 
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 
penghubungnnya 
6.  Hubungan saling ketergantungan kecil 
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 
9.  Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 
danmendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
II.2.2. Proses Implementasi 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya.Tidak lebih dan tidak kurang 
untukmengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 
yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 
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atau melalui formulasi kebiajakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 
tersebut. (Nugroho,2003:159) menggambarkan proses implementasi secara 
umum sebagai berikut:  
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 
(Proses Implementasi Kebijakan) 
       Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis 
kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung 
operasional antara lain Keppes, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepada Daerah, 
Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. 
      Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar diatas, dapat dilihat dengan 
jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. 
 
 
Kebijakan publik 
Program Intervensi 
Proyek Intervensi 
Kegiatan Intervensi 
Publik/Masyarakat/Benefit 
Kebijakan publik penjelas 
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II.3 Konsep Program 
II.3.1. Pengertian Program 
Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai 
rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. 
(Rohman, 2009:101-102) Jones menyebutkan program merupakan salah satu 
komponen dalam suatu kebijakan sedangkan Westra (Kayatomo,1985:162) 
mengatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan 
yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. 
       Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (2000:81) harus 
memilik ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut 
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin 
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapkab akan dihasilkan program tersebut  
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program 
pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri 
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 
pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan 
demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan  secara 
matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujaun melalui 
partisipasi dari masyarakat. 
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       Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan 
suatu program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak 
ada.antara lain sebagai berikut (Abdullah 1987:21)  : 
1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan 
2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan 
diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk 
perubahan dan peningkatan. 
3. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang 
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
dari proses implementasi tersebut. 
       Program dalam konteks implementasi kebijakan public terdiri dari beberapa 
tahapp, yaitu : 
1.  Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan 
tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan 
waktu 
2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur 
personalia,dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode 
yang tepat. 
3. Membangun system penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 
pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan 
kebijakan. 
       Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program, 
diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian 
pekerjaan yang dilakukan secara sistematis , tata cara pelaksanaan, jumlah 
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anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang 
direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan keinginan. 
Berdasarkan rumusan PBB dan Deny Hernawanyang dimaksud dengan program 
adalah suatu alat untuk mengorganisasikan kegiatan dengan sasaran yang 
bersifat spesifik,serta dibatasi oleh ruang dan waktu. (Tjokroamidjojo 2000:195-
196) juga menyatakan bahwa suatu program khususnya program pembangunan 
yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut 
1. Tujuan yang harus dirumuskan secara jelas; 
2. Penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; 
3. Suatu kerangka kebijaksananaan  yang konsisten dan atau proyek-proyek 
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program; 
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut 
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan 
program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri  
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 
pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. 
       Thomas R.Dye (Wahab, 2004:17) mencatat beberapa cara yang dapat 
dilakukan untuk menjamin keefektifan program, yaitu : 
1. Dengan pendapat dan diskusi 
       Dengar pendapat dan diskusi merupakan bentuk review yang paling 
umum. Namun harus digaris bawahi kesepakatan dan pelaporan oleh 
administrasi program bukanlah alat yang benar-benar objektif dalam 
menilai program. 
2. Kunjungan lokasi 
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       Dimaksudkan untuk tujuan pemeriksaan, karena pemeriksaan dapat 
diperoleh tentang perkembangan program. 
3. Ukuran program 
       Data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah 
pada umumnya berorientasi pada keluaran kebijakan, misalnya: jumlah 
peserta dalam program tersebut. Ukuran-ukuran tersebut sebenarnya 
tidak mencerminkan dampak riil program terahadap kelompok sasaran. 
4. Perbandingan dengan standar professional terhadap pemanduan 
masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan program dapat dilihat dari 
analisis pengaduan masyarakat. Standar professional biasanya 
berkenaan dengan tingkat keluaran yang diinginkan 
       Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa program merupakan sarana untuk 
mengimplementasikan dari sebuah kegiatan, dimana melalui program tersebut 
dapat dilihat apakah suatu kegiatan sudah sesuai atau belum pada sasaran yang 
diharapkan, karena melalui program ini suatu kegiatan akan lebih terlihat spesifik 
dan ada batas waktu atau target dalam pencapaian tujuan yang harus dicapai. 
Sementara itu suatu program mempunyai syarat-syarat seperti yang 
dikemukakan oleh Tjokroaminoto (2000:432) yaitu sebagai berikut : 
1. Pedoman atau rencana/kegiatan/jadwal waktunya standar-standar ukuran 
kemajuan atau tolak ukur, program pembiayaan termasuk jadwal 
kegiatannya dan prosedur pelaksanaannya 
2. Adanya feedbackdengan system pelaporan yang baik. Kadangkala perlu 
didukung dengan pengecekan setempat 
3. Memonitor hasil feedback 
4. Mengevaluasi hasil monitor untuk mendapat masalah-masalah pelaksana 
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5. Tindak lanjut korektif. 
II.4. Inovasi Kebijakan SPP 
II.4.1. Inovasi kebijakan SPP sebelum PNPM MP Berakhir 
       Inovasi kebijakan pada program SPP sebelum PNPM MP berakhir untuk 
mengatasi terjadinya penunggakan terhadap angggota kelompok SPP yaitu 
dengan menerapkan system tanggung renteng yaitu jika salah satu anggota yang 
menunggak maka diwajibkan kepada semua anggota lain untuk menanggung 
bersama tunggakan tersebut. Selain itu juga diterapkan sistem sanksi lokal yaitu 
sanksi yang diberikan kepada desa jika salah satu anggota kelompok melakukan 
penunggakan maka dikenakan sanksi yaitu setiap desa yang anggota kelompok 
SPP menunggak maka desa tersebut tidak diberikan dana fisik dan tidak 
diberikan dana fisik. Hal tersebut telah diatur dalam PTO PNPM MP  penjelasan 
X. Bertepatan dengan berakhirnya PNPM MP maka aturan tersebut tidak berlaku 
lagi. 
II.4.2. Inovasi kebijakan SPP Sesudah PNPM MP berakhir 
       Berdasarkan keputusan pemerintah mengenai pemberhentian PNPM 
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ) ditahun 2015 ini melalui surat 
dirjen PMD Nomor : 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang 
kontrak kerja Fasilitator PNPM MP dalam surat itu disebutkan bahwa kontrak 
kerja fasilitator berakhir pada 31 Desember 2014. Meskipun secara kebijakan 
PNPM sudah berakhir namun program dana bergulir  SPP dan UEP khususnya 
di Tanasitolo masih tetap berjalan dan secara otomatis program SPP dan UEP 
dinaungi oleh BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2015 tentang 
perlindungan dan pelestarian asset dana dan simpan pinjam usaha ekonomi 
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produktiff (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat 
mandiri pedesaan/integrasi (PNPM MPD/Integrasi) Kabupaten Wajo. 
       Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa status kepemilikan hasil kegiatan 
PNPM MP termasuk SPP adalah milik masyarakat. Didalam perbup tersebut juga 
dijelasakn bahwa dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP 
maka perlu dibentuk institusi yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat 
diberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal dari pemerintah daerah. 
Oleh karena itu pada bulan Oktober 2015 telah diselenggarakan serah terima 
asset dana bergulir dari tim penetaan ke BKAD dalam Musyawarah Antar Desa 
(MAD) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang 
terakait dengan pelaksanaan PNPM MP. Maka SPP dan UEP secara resmi 
dinaungi oleh BKAD.  
       BKAD merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan 
disatu wilayah dalam satu kecamatan melalui forum musyawarah antar desa 
yang susunan keanggotaanya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, selain itu 
BKAD merupakan badan pemegang dan pengelolah tertinggi serta lembaga 
tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat 
kecamatan melalui MAD, yang sebelumnya BKAD hanya sebagai lembaga yang 
berfungsi sebagai pimpinan forum dan UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) sebagai 
pemegang dan pengelola tertinggi. 
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II.5. Konsep Inovasi 
II.5.1.PengertianInovasi 
       Konsep inovasi sendiri sebenarnya merupakan istilah yang relatif baru 
apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari 
bahasa latin innovare  yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah 
inovasi (Innovation dan innovate) sendiri baru mulai dikenal dalam kosa kata 
bahasa inggris pada abad ke-16. Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih 
banyak diasosiasikan secara negatif sebagai troublemaker  serta lebih identik 
dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang 
sangat luar biasa. Terutama terhadap kemapanan sosial politik serta dianggap 
mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta 
otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau 
inovasi. Adapaun istilah innovative  sendiri mulai luas dipergunakan banyak 
orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian.  
       Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian inovasi 
perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi dipahami 
dipahami sebagai “Creating of Something new” atau penciptaan sesuatu yang 
baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya untuk pertama kali 
(oxford English Dictionary edisi tahun 1939 (Suwarno,2008:56) yaitu “the of 
intriducing a new product into market”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai 
proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide 
baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental. 
       Dalam terminologi umum, inovasi adalah suatu ide kreatif dimana 
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (dalam 
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Sangkala,2014:26), atau tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara 
baru untuk mencapai suatu hasil dan atau pelaksanaan suatu pekerjaan. 
       Inovasi dapat didefinisikan (makmur, 2015:9) sebagai suatu proses kegiatan 
atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan 
dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam 
kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-
pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun 
inovasi yang berkaitan dengan proses lebih banyak berorientasi pada metode, 
teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. 
Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut 
lebih ditujukan pada hasil yang  telah dicapai terutama penggunaan pola 
pemikiran dan metode atau teknik kerja yang telah dilakukan. Ketiga elemen 
inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh.  
       Makmur dan Rohana Thahier (2015:26) menguraikan beberapa tujuan 
utama manusia melakukan inovasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
yang diinginkan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya tujuan inovasi lainnya senantiasa terabaikan yang sebenarnya 
perlu mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan hal tersebut, argumentasi 
dapat dikatakan bahwa tujuan inovasi adalah suatu bentuk kebutuhan kebutuhan 
yang ingin diwujudkan melalui kegiatan mengkonstruksi pemikiran dengan 
diimplementasikan dalam tindakan nyata atau pekerjaan nyata untuk 
menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tujuan inovasi 
tidak selamanya dapat diwujudkan apabila terjadi pengabaian pemikiran karena 
boleh jadi ada tekanan dari berbagai pihak yang tidak menghendaki adanya 
tujuan inovasi itu memberikan dampak positif kepada orang lain. 
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Beberapa cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi, 
dimulai dari tingkat individu, lalu bergerak kepada kelompok atau tim di tempat 
kerja, dan kemudian menuju pada inovasi organisasional. Tujuannya adalah agar 
seluruh pihak ditempat kerja mampu mengembangkan keterampilan mereka 
dalam membangun lingkungan kerja yang akan melepaskan dan memandu 
energi kreativitas mereka serta energi seluruh individu yang bekerja dengan 
mereka. 
       Kreativitas merupakan penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang 
pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik. 
Apabila kreativitas merupakan pengembangan ide baru, maka inovasi 
merupakan proses penerapan ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. 
Tantangan terbesar bagi individu kreatif adalah mempengaruhi  pihak lain untuk 
menerima ide mereka dan kemudian sukses mengimplementasikan ide tersebut 
ditempat kerja. 
       Dalam jurnal Administrasi Negara, (Thahier,volume 20 no.2 (2014)/89-90) 
mengemukakan bahwa keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kreativitas 
manusia, bagi manusia yang tidak kreatif maka inovasi pun sulit dikembangkan 
kemudian kebutuhan dan keinginan tidak mungkin dapat diwujudkan. 
       Sejalan dengan itu, Everett M. Rogers, terkenal mengkategorikan inovasi 
dari sudut pandang pendiriann seorang individu. Menurut Rogers, an innovation 
is an idea, practice, or object that isperceived as new by the individuals adopting 
it. (inovasi adalah ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang 
baru oleh orang yang mengadopsi hal tersebut). Berdasarkan hal tersebut 
inovasi secara bertahap dapat mempengaruhi program yang ada atau kebijakan, 
tetapi juga dapat menjadi produk dari sesuatu yang baru. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa inovasi adalah program baru atau proses untuk orang-orang yang 
mengadopsi itu. 
II.5.2. Hambatan-Hambatan Inovasi 
Makmur dan Rohana Thahier (2015:34) mengemukakan  hambatan-hambatan 
inovasi yang sekaligus dapat menjadi peluang dalam melakukan inovasi yaitu:  
1. Komunikasi yang tidak lancar 
       Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara utuh 
menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti ini 
berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat  dapat dipastikan akan 
menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia sebagai 
anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya apabila 
saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa mengalami sumbatan menjadi 
peluang emas bagi manusia dalam melakukan aktivitas untuk mengembangkan 
inovasi yang dapat melahirkan kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan 
sanjungan dari orang lain. Selain itu, penyebab tersumbatnya komunikasi 
disebabkan oleh tidak terciptanya persamaan pengertian terhadap lambang-
lambang yang digunakan, terutama pemahaman lambang atau simbol bunyi 
yang diucapkan. 
2. Anggaran yang tidak cukup  
       Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan segala 
kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota 
organisasi pemerintahan ataupun swasta. Yang menjadi keluhan adalah 
terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk menciptakan suatu inovasi 
bukanlah datang begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses 
kegiatan yang memakan waktu lama serta memerlukan keseriusan yang 
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sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian suatu jenis inovasi sebagaimana 
yang telah direncanakan. Faktor keterbatasan atau ketidakcukupan anggaran 
menjadi pemicu lainnya suatu hambatan terhadap anggota organisasi tersebut 
sehingga tidak apat berbuat banyak dalam berinovasi. 
       Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam 
rangka menciptakan inovasi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan 
anggota organisasi pada khususnya. Selain yang diuraikan diatas masih terdapat 
berbagai penghambat lain. 
       Salah satu penentu utama inovasi  (Sedarmayanti,2003:50)adalah tantangan 
dalam lingkungan organisasi, karena organisasi inovatif memberikan tekanan 
kuat pada kualitas, dan dukungan manajerial untuk inovasi dan sangat 
menentukan apabila seluruh individu ingin mengembangkan dan 
mengimplementasikan ide mengenai cara baru yang lebih baik dalam 
megerjakan berbagai hal. 
II.5.3. Inovasi Dalam Kebijakan Publik 
       Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang 
saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang 
baru dan sifatnya yang menggantikan cara lama. Demikian pula sifat dari 
kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Dalam artian bahwa 
setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. 
Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama 
hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional. Dalam pembaruan frasa 
inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan 
(Suwarno,2008:30) yaitu : 
31 
1. Policy innovation : new policy direction and intiatives (inovasi kebijakan) 
inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah 
kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang 
dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara 
khusus inovasi kebijakan menurut Walker Tryan & Saugruber“policy 
innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how 
old the program may be or how many other states may have adopted it”, 
jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan yang baru bagi negara yang 
mengadopsinya, tanpa inovasi disektor publik melihat seberapa usang 
programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi 
sebelumnya. 
2. Innovations in the policy-making proccess (inovasi dalam proses 
pembuatan kebijakan).Pada paranan ini, maka fokusnya adalah pada 
inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan 
kebijakan. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana 
mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan 
kebijakan. 
3. Policy to foster innovation and its difusion kebijakan yang dimaksud 
adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan 
mengembangkan, dan menyebarkan inovasi diberbagai sektor. 
       Berkenaan dengan itu Berry & Berry (Suwarno 2008:23) menjelaskan bahwa 
penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua determinan 
penting, yaitu internal determinant, dan regional difusion. Yang dimaksud dengan 
internal determinan atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, 
dan politik sebuah bangsa menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan 
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regional diffusion atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara 
mengadopsi kebijaka tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah 
mengadopsi kebijakan tersebut. Inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Sebuah 
ilustrasi dari internal determinan yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan 
adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi publik, instabilitas 
politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan 
dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika negara tetangga 
atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.2 
(Inovasi dalam Kebijakan) 
       Dengan demikian, inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah satu dari dua 
faktor tersebut atau mungkin juga terjadi karena dua faktor tersebut. Namun 
demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan didorong oleh kedua faktor 
internal dan eksternal tersebut diatas (Suwarno, 2009:63). 
       Adapaun (Steelman, 2010:8) mengemukakan bahwa inovasi kebijakan 
berfokus pada bagaimana inovasi tersebut muncul, yang dipilih, atau tersebar, 
sementara kompleksitas menerapkan, mengevaluasi, atau mengakhiri inovasi 
Internal 
Determinants 
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33 
hanya mendapatkan sedikit perhatian. Pada beberapa literatur kebijakan, inovasi 
dimulai ketika ide-ide baru ditempatkan dalam agenda. Hal ini terjadi ketika ide 
kebijakan baru bertepatan dengan lingkungan politik yang menguntungkan dan 
dalam definisi bingkai permasalahan yang tepat. Kebijakan yang inovatif adalah 
fungsi menyelaraskan struktur formal dan insentif. Sedangkan menurut Laurence 
O’Toole (Steelman,2010:5) mendefinisikan inovasi kebijakan sebagai pola 
kegiatan untuk mencapai tujuan baru dan untuk meningkatkan tujuan tersebut. 
II.6Implementing Innovation (Implementasi Inovasi) 
       II.6.1. Pengertian Implementasi Inovasi 
       Berdasarkan pendekatan metodologis dalam studi implementasi (Steelman, 
2010:9) terdapat pandangan top-down dan bottom-up, para akademisi telah 
meletakkan kontingensi teori implementasi dimana keduanya secara serempak 
bekerja dari tahap bawah hingga ke atas, dan dari atas ke bawah. Dalam 
pandangan bottom-up, Implementasi inovasi yang efektif adalah fungsi dari 
beberapa kegiatan dan kemampuan yang saling terkait, untuk mengidentifikasi 
dan memahami faktor-faktor yang relevan dengan inovasi tertentu dan untuk 
melihat potensi keberhasilan atau kegagalan inovasi tersebut. Sedangkan dalam 
pandangan top-down, secara efektif menerapkan kebijakan yang inovatif adalah 
fungsi menyelaraskan struktur formal dan insentif. 
Menurut Steelman (Steelman, 2010:4) Terdapat kondisi ideal yang mendorong 
pelaksanaan inovasi dari waktu ke waktu. Diantaranya : 
(a) Individuals who are motivated and working within workplace social norms 
and the dominant agency or organizational culture that supports the 
innovation or the innovative practice;(individu yang termotivasi dan 
bekerja dalam norma-norma sosial di tempat kerja dan lembaga yang 
dominan atau budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktek 
inovatif;) 
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(b) Structures that facilitate clear rules and communication, incentives that 
induce compliance with innovative practice, political environments that 
are open to innovation, and awareness of resistance and measures to 
address, mitigate, or otherwise neutralize opposition; and(struktur yang 
memfasilitasi aturan yang jelas dan komunikasi, insentif yang 
mendorong kepatuhan terhadap praktek inovatif, lingkungan politik yang 
terbuka untuk inovasi, dan kesadaran perlawanan dan langkah-langkah 
untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralisir perlawanan dan) 
 
(c) Strategies to frame problems to support innovative practice, capitalize on 
shocks or focusing events if they occur, and use of innovation to 
enhance legitimacy. (strategi untuk membingkai masalah untuk 
mendukung praktek inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus 
peristiwa jika terjadi, dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan 
legitimasi. 
 
II.6.2. Faktor-faktor Implementasi inovasi 
Berdasarkan ketiga faktor tersebut, masing masing faktor akan dipengaruhi oleh 
beberapa poin yang tentunya akan berpengaruh terhadap setiap faktor yang ada 
baik faktor individu, faktor struktur maupun faktor budaya. Berikut akan diuraikan 
faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengimplementasian inovasi(Steelman, 
2010:16-18)  : 
1. Faktor Individu 
       Adapun poin-poin yang berasal dari faktor  individu  meliputi: (1) motivasi, 
(2)norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian. Motivasi merupakan 
stimulus yang mendorong individu-individu yang merasa kurang puas dengan 
merancang solusi alternatif. Dengan memilih pilihan rasional dari gambaran teori 
kelembagaan dan kebijakan dan teori manajemen, motivasi memperhitungkan 
apa yang mendorong kebijakan pengusaha atau pemimpin untuk melakukan 
suatu perubahan. Teori motivasi dalam faktor individu menyatakan bahwa setiap 
aktor  akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Demikian juga, orang-orang 
yang paham akan teori tersebut mereka akan mampu merancang alternatif  
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solusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus memiliki beberapa tingkat 
kewenangan untuk melakukan perubahan. 
       Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap 
perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma 
dan harmoni ini juga memperhitungkan keinginan individu untuk menjalin 
hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan institusionalisme 
sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja secara konsisten dengan 
implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga lebih 
mudah setiap individu untuk bekerja sama dengan melakukan praktek inovatif. 
Jika inovasi tidak konsisten dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin 
mengejar praktek inovatif Kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan 
dengan teman kerja lainnya. 
       Kesesuaian atau keselarasan antara nilai dominan dalam sebuah 
pemerintahan dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi dukungan individu 
atas inovasi yang diberikan selain itu kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-
niali individu dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau 
tidak selaras dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi 
individu tersebut untuk melakukan praktek inovasi. 
2. Faktor Struktur 
       Faktor struktur mencakup berbagai faktor pula didalamnya yaitu (1) aturan 
dan komunikasi (2) insentif (3) keterbukaan, dan (4) keseimbangan. Aturan dan 
komunikasi yang berasal  dari teori implementasi top-down, menunjukkan 
bahwa struktur dalam inovasi  yang berlangsung harus menyediakan dukungan 
administrasi yang jelas untuk praktek inovatif. Jika struktur administratif  
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mendorong jalur komunikasi yang jelas, aturan tertulis, dan pertukaran informasi 
jelas, maka kesempatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan 
inovasi berpeluang besar. 
       Insentif ditarik dari  pilihan rasional institusionalisme dan teori implementasi 
top-down, yang mengisyaratkan bahwa kalkulus  untung-rugi individu untuk 
berpartisipasi dalam praktek inovatif dapat diarahkan sesuai dengan insentif 
yang tepat. Jika struktur memberikan inventif yang tepat, maka kesempatan 
praktik inovasi akan lebih baik atau lebih mudah dilaksanakan dari waktu ke 
waktu. 
       Keterbukaan menunjukkan bahwa struktur politik harus terbuka untuk 
mengubah dan membuka kesempatan agar semua struktur politik tidak sama, 
baik individu maupun kelompok. Jika struktur kesempatan politik tertutup dalam 
memilih kelompok, hal tersebut sulit menciptakan sebuah perubahan inovatif. 
Jika struktur bersifat terbuka maka lebih mudah untuk menciptakan perubahan 
pada tingkat operasional dalam struktur politik. Hal ini dikarenakan inovasi tidak 
terlepas dari struktur yang ada dan dinamika kekuasaan. 
Teori keseimbangan dalam hal ini akan mengatasi kekuatan dinamika, kelompok 
kepentingan, dan monopoli kebijakan dalam struktur yang dapat menghambat 
perubahan. 
3. Faktor Budaya 
Didalam faktor Budaya memerlukan (1) Guncangan, (2) pengelompokan, dan (3) 
pengakuan. Guncangan merujuk pada peristiwa katalitik yang memberikan 
kesempatan untuk mengingat kembali sesuatu  yang kemungkinan akan 
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menghasilkan perubahan. Sebuah guncangan dapat memberikan dorongan untuk 
melihat dunia secara berbeda dan memotivasi perubahan. 
       Pengelompokan mengisyaratkan bahwa definisi masalah yang lebih luas 
sehingga menghasut tindakan untuk melakukan sebuah alternatif solusi. Dengan 
kata lain, pengelompokkan dilkaukan sesuai dengan persepsi masyarakat untuk 
membuat mereka merasa dirugikan sehingga memberikan dorongan untuk 
mengambil sebuah  tindakan dan melakukan perubahan. 
Terakhir, pengakuan yang diusulkan oleh lembaga sosiologis, menunjukkan 
bahwa praktek-praktek inovatif dapat diadopsi dan dipertahankan karena mereka 
memvalidasi organisasi atau instansi dalam cara yang berarti dalam budaya yang 
lebih luas dimana organisasi beroperasi. 
       Hipotesis menunjukkan bahwa ketika individu, struktural, dan kategori 
budaya selaras dan berkelanjutan, maka probabilitas meningkatkan inovasi 
dapat diimplementasikan. Ketika kategori tidak sejajar dan / atau tidak didukung 
pada satu atau lebih dalam tingkat hierarki, maka probabilitas untuk melakukan 
inivasi menurun.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan keterkaitan antara ketiga 
faktor tersebut (Steelman, 2010:18)seperti gambar berikut : 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar II.3 
(Factor Implementation Innovation) 
       Tabel tersebut  memberikan pemahaman bagaimana inovasi dapat 
dilaksanakan. Ke tiga faktor tersebut digabungkan menjadi tiga kategorisasi 
makro menurut individu, struktur, dan budaya. Faktor-faktor ini disusun untuk 
menggambarkan bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur yang mengelilingi 
mereka dan bagaimana budaya mempengaruhi nya baik struktur dan individu 
dalam artian ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. 
II.7. PNPM Simpan Pinjam khusus Perempuan (PNPM MP SPP) 
 Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM bahwa yang dimaksud 
dengan  Simpan Pinj am Perempuan (SPP) merupakan upaya pemerintah untuk 
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membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang 
bertujuan untuk mempercpat penanggunalangan kemiskinan secara nasional 
melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif 
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, 
maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat 
lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahtraan keluarga. 
1. Tujuan dan ketentuan 
a. Tujuan umum, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 
potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, mendorong 
pengurangan rumah tangga miskin dan sebagai penciptaan 
lapangan kerja. 
b. Tujuan khusus 
1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan 
usaha ataupun sosial dasar 
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk 
meningkatan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan 
modal usaha 
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh 
kaum perempuan. 
2. Ketentuan dasar 
a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat 
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat 
argunan 
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b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui 
kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang 
baku dalam pengelolaan pinjaman 
c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan 
yang profesional oleh kaum perempuan dengan 
mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir 
guna meningkatkan kesejahtraan 
d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus 
berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga 
meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat 
perdesaan 
e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyrakat.  
II.7.1. Pengertian PNPM Mandiri dan SPP MP 
       PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan 
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
yang berkelanjutan. 
       Dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Menteri 
Dalam Negeri melalui Ditjen PMD dengan Surat Keputusan Nomor 
414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional 
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PNPM Mandiri Perdesaan, tujuan Umum Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan 
kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong 
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
       Tujuan khususnya meliputi: pertama, meningkatkan partisipasi seluruh 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, 
dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
pelestarian pembangunan; kedua melembagakan pengelolaan pembangunan 
partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; ketiga, 
mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan 
pembangunan partisipatif; keempat, menyediakan prasarana sarana sosial dasar 
dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; kelima, melembagakan 
pengelolaan dana bergulir; keenam, mendorong terbentuk dan berkembangnya 
kerjasama antar desa; dan ketujuh mengembangkan kerja sama antar pemangku 
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan 
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam 
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 
kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 
keterlibatan yang lebihbesar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai 
pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil 
yang dicapai. 
       PNPM Mandiri Perdesaan  melahirkan lembaga pengelola yang cukup 
banyak, baik di desa maupun di kecamatan, diantaranya adalah TPK, kelompok 
SPP, kelompok UEP, UPK, dan BP-UPK.Salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri 
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Perdesaan adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Berdasarkan 
Petunjuk Teknis Operasional PNPM bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian perrnodalan 
untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. 
 Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk :  
1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan 
akses pendanaan usaha skala mikro;  
2. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat 
kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong 
penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM).  
Tujuan khusus dari kegiatan simpan pinjam ini yaitu : 
1. mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 
sosial dasar,  
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonorni 
rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan  
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 
perempuan.  
       Sasaran dari program kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ini 
adalah Rumah Tangga Miskin yang dikhususkan untuk perempuan produktif, 
yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar 
melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. 
Sedangkan bentuk kegiatannya adalah memberikan dana pinjaman sebagai 
tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai 
pengelolaan dana simpan pinjam dan pengelolaan dana pinjaman. Adapun 
ketentuan kelompok Simpan Pinjam yaitu :  
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1. Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling 
mengenal minimal satu tahun; 
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelokian dana 
simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakat;  
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber 
dana pinjaman yang diberikan kepada anggota;  
4.  Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik;  
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. 
II.8. Penelitian Terdahulu  
      (Haryati, 2012) dengan judul “Implementasi Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan 
(PNPM MP SPP) di Kabupaten Luwu. Penelitian ini dilakukan untuk menilai 
bagaimana pelaksanaan PNPM MP SPP dengan lokasi penelitian di Kabupaten 
Luwu. Penelitian ini menggunakan lima buah indikator teori implementasi 
kebijakan komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi, dan 
lingkungan sosial ekonomi. Dengan menggunakan lima buah indikator ini, maka 
Haryati percaya bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di 
Kabupaten Luwu sangat dipengaruhi dan dapat diukur berdasarkan lima faktor 
diatas. Jika kelimafaktor berjalan dengan optimal maka implementasi dapat 
dinyatakan relatif baik namun jika tidak berjalan dengan optimal maka 
implementasi kebijakan dapat dikategorikan gagal.  
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penjelasan 
deskriptif. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, 
dimana rancangan ini dipilih karena penelitinya ingin memberikan gambaran 
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yang terperinci dan detail mengenai objek penelitiannya. Terdapat dua jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama data primer berupa hasil 
wawancara dengan informan sebagai sumber data, dan data sekunder berupa 
kutipan atau analisis dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek 
penelitian. Adapaun data-data dari penelitian ini diambil dengan menggunakan 
teknik-teknik sebagai berikut: wawancara, observasi, dan studi dokumen. 
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasiProgram Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan 
(PNPM MP SPP) di Kabupaten Luwu masih terlihat kurangnya partisipasi aktif 
masyarakat, baik dalam musyawarah maupun pelatihan, diakibatkan karena 
kesibukan sehari-hari mereka, kelompok sasaran yang belum sepenuhnya tepat. 
Jumlah pelaksana yang masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
(skill) sehingga menyebabkan pencapaian tujuan program masih terkendala. 
Selain itu terdapat pengaruh factor komunikasi yang masih belum berjalan 
dengan baik secara da arah, sumber daya yang belum memadai,disposisi dalam 
hal ini masih kurang dalam aspek insentif, dan struktur birokrasi yaitu dimana 
masih terkendala pada aspek fragmentasi serta tidak tegasnya pihak birokrasi 
sehingga menyebabkan masyarakat tidak terlalu mengindahkan, baik itu berupa 
informasi maupun sanksi yang diterapkan dalam program SPP. 
Pada akhirnya ada beberapa saran yang direkomendasikan terkait dengan 
penelitian dari Haryati, antara lain : 
1. Oleh karena PNPM MP SPP ini merupakan upaya pemberdayaan 
masyarakat, maka partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu 
kunci keberhasilan program. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya 
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pendekatan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadarannya agar 
mereka mau berpartisipasi aktif dalam semua tahap implementasi. 
2. Berkaitan dengan komunikasi, ada baiknya jika penyampaian informasi 
dapat berjalan secarah dua arah, dengan demikian akan terjalin 
koordinasi yang baik dan informasi dari pihak pengelola bias diterima 
secara baik oleh pihak masyarakat dalam hal ini adalah pemanfaat SPP. 
3. Selain itu, sumber daya dalam hal kuantitas yang memadai pelu 
diperhatikan, ketersediaan informasi yang dibutuhkan agar tidak lamban 
dalam penentuan langkah yang akan ditempuh. Kewenangan yang ada 
ditangan masyarakat harus digunakan dengan efektif melalui partisipasi 
aktif dan fasilitas pendukung yang memadai dalam pelaksanaan 
fungsinya. 
4. Berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini peran 
implementor sangatlah penting. Mereka harus bersikap tegas terhadap 
aturan-aturan yang diberlakukan, serta sanksi bagi yang menyalahi 
aturan benar-benar harus diterapkan sebagaimana mestinya sehingga 
masyarakat tidak akan bertindak semaunya. 
Penelitian ini memilikikesamaan dari segi pendekatan metode dan teknik 
pengumpulan data dengan penelitian yang peneliti lakukan namun berbeda 
dalam objek penelitian dan teori yang digunakan. Selain itu penelitian yang akan 
peneliti lakukan berfokus pada bagaimana implementasi inovasi kebijakan 
program SPP yang telah diterapkan di Tanasitolo Kabupaten Wajo setelah 
PNPM MP berakhir. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada 
implementasi program SPP di Kabupaten Luwu. 
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II.9 Kerangka Fikir  
       Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori 
yang diangap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab 
masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian tersebut. 
Penelitian ini, membahas mengenai implementasiinovasi Kebijakan Program 
Simpan Pinjam khusus Perempuan(SPP) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten 
Wajo. Dalam upaya menjawab permasalahan implementasi Inovasi kebijakan 
program SPP di Kecamatan Tanasitolo Kab. Wajo. Maka teori dari Steelman 
yang dianggap mendekati permasalahan terebut. Menurut Steelman ada tiga 
variabel yang berpengaruhi dalam pengimplementasian inovasi, yakni bahwa 
keberhasilan implementasi inovasi dalam suatu kebijakan program dapat diukur 
melalui tiga faktor : 
1. Faktor Individu  
       Faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2)norma-norma, dan (3) 
harmoni, serta kesesuaian Individu yang termotivasi dan bekerja dalam 
norma-norma sosial di tempat kerja dan lembaga yang dominan atau 
budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktek inovatif. 
2. Faktor Struktur  
Faktor struktur terdiri atas (1) aturan dan komunikasi (2) insentif (3) 
keterbukaan, dan (4) keseimbangan Struktur yang memfasilitasi aturan 
yang jelas dan komunikasi, insentif yang mendorong kepatuhan terhadap 
praktek inovatif, lingkungan politik yang terbuka untuk inovasi, dan 
kesadaran perlawanan dan langkah-langkah untuk mengatasi, 
mengurangi, atau menetralisir perlawanan dan) 
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3. Faktor Budaya  
       Faktor budaya terdiri atas (1) Guncangan, (2) pengelompokan, dan 
(3) pengakuan.Strategi untuk membingkai masalah untuk mendukung 
praktek inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus peristiwa jika 
terjadi, dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan legitimasi.)             
Dari teori yang dikemukakan oleh Steelman(2010:16) sangat relevan dengan 
permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi Inovasi kebijakan 
program SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) di Kecamatan Tanasitolo 
Kab. Wajo.  
       Untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana 
pengimplementasian inovasi kebijakan program SPP (Simpan Pinjam khusus 
Perempuan) maka dalam penelitian dilapangan menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Steelman (Steelman, 2010:16), yakni faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam pengimplementasian Inovasi, namun dalam penelitian ini,  
hanya menggunakan salah satu faktor dari ketiga faktor yang telah dikemukakan 
oleh Toddy adapun faktor yang dimaksud yaitu faktor Individu yang terdiri dari (1) 
motivasi, (2)norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian.  
       Berdasarkan ketiga faktor implementasi inovasi yang dikemukakan oleh 
Steelman mengabaikan faktor struktur dan faktor budaya dikarenakan dalam 
penelitian implementasi inovasi kebijakan program simpan pinjam perempuan 
lebih cenderung berkaitan dengan faktor individu yaitu dengan melihat sejauh 
mana motivasi anggota kelompok SPP sehingga dapat menjalankan inovasi 
kebijakan tersebut, sedangkan untuk melihat sejauh mana keharmonisan kerja 
anggota SPP dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat terhadap inovasi 
tersebut maka melakukan pendekatan faktor norma dan harmoni. Untuk melihat 
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kesesuaian dan keselarasan nilai-nilai individu dan nilai-nilai lembaga dengan 
inovasi kebijakan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan faktor 
kesesuaian dan keselarasan. sehingga dalam peneliatian hanya menggunakan 
faktor Individu yang merupakan salah satu faktor dari tiga faktor yang telah 
dikemukakan oleh Steelman. 
Berikut gambaran kerangka fikir penulis terhadap penelitian Implementasi Inovasi 
Kebijakan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNPM Kepmen 
Kordinator Bidang 
Kesejahteraan 
Rakyat No. 
25/Kep/Menko/kesra/
VII/2007 
Implementasi Inovasi 
Kebijakan Program 
SPP di Kecamatan 
Tanasitolo Kab. Wajo 
setelah PNPM 
berakhir  
 
Peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan Ibu Rumah 
Tangga Miskin 
Toddy  A. Steelman (2010:16) 
Faktor Individu 
 Motivasi 
 Norma-norma 
 Harmoni 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
       Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid 
dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris dan 
sistematis. Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunakan data yang valid 
dalam penelitian maka dijelaskan metode yang akan digunakan dalam 
memperoleh data. 
III. 1. Pendekatan penelitian 
 Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan 
data yang objektif dan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian 
ini berfokus bagaimana pengimplementasian inovasi kebijakan program Simpan 
Pinjam khusus Perempuan (SPP)di Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo. 
III. 2. Tipe penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas 
mengenai masalah yang diteliti, serta menjelaskan data secara sistematis, 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah 
yang diteliti yaitu tentang Impelementasi inovasi kebijakan program SPP (Simpan 
Pinjam khusus Perempuan) di Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo. 
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III.3. Unit Analisis 
 Unit analisis pada penelitian ini adalah suatu program/kebijakan yaitu 
Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang merupakan bagian dari 
kebijakan PNPM-MP. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan 
objektif, yang berdasarkan kepada keputusan menteri 
No.25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dipengaruhi oleh faktor individu 
berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Steelmen. 
III.4. Informan 
Karakter objek penelitian dan penguasaan informasi dalam penelitian 
inimenggunakan Key persondengan mengetahui informasi awal tentang objek 
penelitian maupun informasi penelitianuntuk memulai melakukan wawancara 
atau observasi. Key Person yang dimaksud disini yaitu tokoh formal maupun 
tokoh informal. 
       Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informan melalui key 
person.Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan 
kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang 
sedang dikaji. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah 
para aktor yang terlibat dalam proses implementasi inovasi kebijakan, khususnya 
dalam proses implementasi Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). 
 Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Unit Pengelolah Keuangan (UPK) 
2. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) 
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3. Badan Pengawas Unit Pengelolah Kuangan (BPUPK) 
4. Camat Tanasitolo; 
5. Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tanasitolo; 
6. Masyarakat pemanfaat/Target group PNPM MP SPP. 
III.5. Jenis dan Sumber Data  
 Dalam melakukan analisis penulis menggunakan 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara 
yang mendalam dengan informan kunci yang berhubungan 
dengan penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai 
dokumen-dokumen atau terbitan literatur yang dapat mendukung 
kelengkapan data primer. 
III.6. Teknik Pengumpulan Data  
1. Wawancara mendalam (Indepth interview) 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada 
pihak informan atau semua pihak yang terlibat dalam program SPP 
guna memenuhi keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian 
sehingga mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, 
makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik 
survey. 
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2. Observasi (observation) 
Observasi atau pengamatan ini dimaksudkan sebagai 
pengumpulan data yang selektif. Selanjutnya, peneliti memahami dan 
menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian 
melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara 
formal maupun non formal. 
3.  Studi dokumen (Dokumentasion) 
Studi dokumen dimaksudkan sebagai pengumpulan data dan 
telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang 
dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-
buku, literatur, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen 
peraturan pemerintahan dan undang-undang yang telah tersedia pada 
lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan 
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan 
informasi bekenaan dengan penelitiaan yang akan dilakukan. 
III.7. Teknik Analisis data 
       Analisis data penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Sejalan 
dengan apa yang telah diuatarakn oleh Matthew Miles dan Michael Huberman 
(2014) bahwa analisis dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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1. Reduksi Data 
Reduksi data dalam hal ini sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek 
yang berorientasi kualitatif berlangsung. 
2. Penyajian Data  
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami 
membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan infomasi tersusun yang 
memberikankemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 
kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, 
dan proposisi. 
      Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, 
berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susun menyusul. 
Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. 
III.8. Fokus Penelitian 
      Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak 
terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan 
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cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka maksud dan fokus penelitian 
terhdap karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi Inovasi merupakan fungsi dari beberapa kegiatan dan 
kemampuan yang saling terkait, untuk mengidentifikasi dan memahami 
faktor-faktor yang relevan dengan inovasi tertentu dan untuk melihat 
potensi keberhasilan atau kegagalan inovasi tersebut. 
2. Berdasarkan teori Toddy Steel Man bahwa Untuk melihat sejauh mana 
implementasi Inovasi kebijakan yang dikeluarkan maka peneliti dapat 
melihat dari tiga faktor yaitu faktor individu, faktor struktur dan faktor 
budaya namun untuk melihat sejauh mana implementasi inovasi 
kebijakan program simpan pinjam perempuan peneliti hanya 
menggunakan faktor individu yang terdiri atas  : 
1. Motivasi merupakan stimulus yang mendorong individu-individu 
yang merasa kurang puas dengan merancang solusi alternative 
2. Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi 
terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan 
keharmonisan 
3. Kesesuaian atau keselarasan antara nilai-nilai indovidu dan nilai-
nilai lembaga yang dianut dengan inovasi yang ada sehingga 
mempengaruhi dukungan individu atas inovasi yang diberikan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  
IV.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo 
       Berdasarkan data Statistik Kabupaten Wajo, Kabupaten wajo dengan 
ibukotanya  Sengkang, terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi Selatan , 
memanjang pada arah lauttenggara dan terakhir merupakanselat, dengan posisi 
geografis antara 3º 39º-4º16ºLS dan 119º 53º-120º 27 BT.Luas wilayahnya 
sekitar 2.506,19 Km², atau 4,01 dariluas wilayah propinsi Sulawesi Selatan, 
terdiri dari lahan sawah 86.142 Ha (34,37%) dan lahan kering 164,447 Ha 
(65,63%) Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 
sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap,  
sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng, 
sebelah Timur : Teluk Bone,dan   
sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap 
       Secara administratif,terbagi menjadi 14 kecamatan yang meliputi 131 desa 
dan 45 kelurahan. Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo memiliki tiga 
dimensi yaitu: tanah berbukit sampai bergunung berupa hutan dan tanaman 
industri, perkebunan kakao, cengkeh, jambu mete serta penggembalaan ternak; 
tanah dan dataran rendah berupa hamparan sawah dan perkebunan/tegalan; 
serta laut yang potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak. 
Selain itu, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup 
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besar, baik air tanah maupun air permukaan yang potensial bagi pengairan dan 
penyediaan air bersih.  
Strategi Kebijakan  
a) Pertanian 
 Strategi kebijakan dalam sektor pertanian yang meliputi tanaman 
pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan adalah : 
1. Mengembangkan manajemen sumber daya pertanian yang 
terintegrasi dan kelembagaan serta infrastruktur distribusi dan 
alokasi yang efisien untuk mencapai tingkat efisiensi, produktiiitas, 
dan standarisasi produksi yang tinggi. 
2. Menjalin kerjasama dengan pemilik modal, koperasi, swasta, dan 
perbankan yang memiliki aktivitas sejenis dalam sektor pertanian 
untuk menciptakan tata jaringan kerja fungsional ( networking ) dan 
ahli teknologi dan manajemen. 
3. Diservikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi produksi pertanian, 
serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri pertanian 
4. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan penguasaan 
teknologi tepat guna. 
5. Memperbaiki sistem pengadaan dan distribusi bahan pertanian, 
serta kebijaksanaan harga yang berpihak kepada produsen. 
6. Meningkatkan kondisi keamanan yang mendukung pelaksanaan 
berusaha disektor pertanian. 
7. Promosi dan sosilisasi diperkuat 
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b) Industri dan perdagangan 
adalah : 
1. Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen kewirausahaan 
industri dan perdagangan, melalui pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan, dan bimbingan. 
2. Menerapkan manajemen produksi modern dan standarisasi mutu 
serta penerapan teknologi tepat guna terhadap usaha-usaha 
industri strategis yang akan dikembangkan. 
3. Menyempurnakan sistem kelembagaan perdagangan, Seperti ; 
asosiasi perdagangan, lembaga pemasaran, dan lembaga 
perkreditan.  
4. Meningkatkan kualitas ketoijakan ( pcraturan ) yang memberi 
kemudahan dan keamanan berusaha disektor industri dan 
perdagangan. 
5. Menjalin kerjasama dengan pihak investor dalam pengembangan 
usaha-usaha industri dan perdagangan. 
6. Meningkatkan jaringan pemasaran dan informasi bisnis melalui 
promosi produksi dan pameran dagang. 
7. Promosi dan sosilisasi diperkuat 
c) Pariwisata 
Strategi kebijakan dalam sektor pariwisata adalah sebagai berikut:  
1. Intensifkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan 
keuangan daerah. 
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2. Menjalin kerjasama dengan daerah lain serta pihak lain dalam 
rangka meningkatkan PAD. 
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparat melalui 
pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguasaan teknologi dan 
informasi keuangan daerah. 
4. Merubah tata pola pengembangan objek wisata.baik 
manajemen,tempat ataupun terhadap semua kebijakan yang 
dianggap menghambat pengembangan 
5. Promosi dan sosialisasi diperkuat. 
d) Pendidikan 
Strategi kebijakan dalam sektor pendidikan adalah sebagai berikut : 
1. Memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan 
melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. 
2. Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun dengan mengupayakan 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya. 
3. Meningkatkan kualitas dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan 
termasuk penyebarannya yang merata. 
4. Meningkatkan kualitas manajemen lembaga-lembaga pendidikan yang 
mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. 
5. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 
kurikulum yang penyusunan kurikulum nasional disesuaikan dengan 
kurikulum lokal sesuai kepentingan Kabupaten Wajo. 
6. Peningkatan gerakan sadar pendidikan secara terpadu, menyeluruh 
dan berkesinambungan yang melibatkan semua unsur masyarakat. 
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e) Kesehatan 
Strategi kebijakan dalam sektor kesehatan adalah sebagai berikut : 
1. Mengembangkan pembentukan lingkungan dan perilaku sehat yang 
dilaksanakan melalui usaha yang bersifat promotif dan preventif. 
2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan 
pelatihan, termasuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme 
manajer kesehatan pada setiap tingkat administrasi pemerintahan 
daerah. 
3. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya kesehatan khususnya 
pada aspek pembiayaan, fasilitas, teknologi dan sumber daya 
pendukung lainnya, baik melalui usaha pemerintah sendiri maupun 
melalui pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta. 
4. Meningkatkan kualitas peraturan-peraturan daerah yang diharapkan 
dapat mendukung dan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran 
pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka pengembangan 
sistem kesehatan daerah. 
5. Meningkatkan pemberantasan perdagangan ilegal dan 
penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan masyarakat dan 
menerapkan sangsi hukum yang berlaku. 
f) Hukum dan Kamtibmas 
Strategi kebijakan dalam bidang hukum dan kamtibmas adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan 
kamtibmas melalui pendidikan dan pelatihan profesional. 
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2. Penataan sistem legalisasi melalui penyusunan materi Perda yang 
senantiasa memperhatikan hukum agama dan hukum adat sehingga 
secara sosiologi lebih dapat diterima oleh masyarakat. 
3. Melakukan perbaikan secara bertahap sarana dan prasarana serta 
penegak hukum dan kantibmas. 
4. Meningkatkan intergritas moral para aparat penegak hukum dan 
kamtibmas. 
5. Peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum bagi 
segenap lapisan masyarakat. 
6. Menyusun perangkat peraturan yang mendukung upaya-upaya 
penegakan supremasi hukum didaerah dan perlindungan HAM. 
7. Mengembangkan tenaga keamanan lingkungan sukarela, serta 
menggalang dana sumber daya masyarakat untuk mendukung 
penyelenggaraan siskamling terpadu. 
8. Memberikan pembekalan tentang nilai adat istiadat,tata krama dan 
budaya setempat kepada aparat sebelum dilepas bertugas 
dimasyarakat. 
g) Kelembagaan  
Strategi kebijakan dalam bidang Kelembagaan adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi pemerintahan 
yang lebih transparan dan responsif sesuai tugas dan fungsi masing-
masing unit kerja organisasi. 
2. Melakukan reorganisasi atau penataan tugas dan fungsi untuk 
mencegah tumpang tindih pekerjaan. 
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3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam 
menghasilkan kualitas kebijakan yang rasional dan  kondusif. 
4. Mengembangkan standar prosedur kerja / mekanisme kerja 
sesuai perkembangan teknologi organisasi. 
5. Meningkatkan efektifitas koordinasi pelaksanaan tugas antar unit 
organisasi. 
6. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah melalui pengembangan 
sistem akuntabilitas. 
7. Mengembangkan budaya organisasi melalui pengembangan moral 
dan etos kerja.  
h) Aparatur Pemerintah 
Strategi kebijakan dalam bidang aparatur pemerintah adalah sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan kemampuan aparat melalui pendidikan dan 
pelatihan serta studi ke jenjang yang lebih tinggi. 
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan aparat.  
3. Meningkatkan prasarana dan sarana aparatur dan pembenahan 
sistem rekruitmen pegawai yang lebih transparan. 
4. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja melalui pemberian 
insentif bagi yang berprestasi dan disintensif bagi yang tidak 
berprestasi. 
5. Meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis aparat dengan 
penekanan pada keahlian dan keterampilan yang berlangsung dapat 
diterapkan. 
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IV.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo 
IV.1.2.1. Letak Wilayah 
Kecamatan Tanasitolo adalahmerupakan salah satu kecamatan yang terletak  di 
Kabupaten Wajo dengan ibukotanya Baru Tancung yang berjarak sekitar 9 Km   
kearah Utara dari ibukota  Kabupaten Wajo, dengan bataswilayah sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara  : Kecamatan Maniangpajo 
Sebelah Timur : Kecamatan Majauleng 
Sebelah Selatan : Kecamatan Tempe 
Sebelah Barat  : Kecamatan Belawa 
Kecamatan Tanasitolo mempunyai Luas daerah wilayah  154,60 KM². dengan 
jumlah penduduk 38,350 jiwa. Yang tersebar diantara  15 desa , dan 4 
kelurahan,( 40 dusun / lingkungan ) dengan berbagai mata pencaharian. Yang 
siap membantu PAD.Berdasarkan peta eksplorasi Sulawesi selatan jenis tanah 
yang ada dikecamatan Tanasitolo yaitu tanah Pedsolik. Tanasitolo merupakan 
salah satu kecamatan yang dijuluki sebagai kecamatan pusat industry dengan 
produsen sutra terbesar di Sulawesi selatan.  Kecamatan ini terdiri dari 15 desa 
dan 4 Kelurahan , dengan jumlah penduduk 38.090 jiwa atau 3177 KK. 
Mata pencaharian sebagian besar warga di Kecamatan ini adalah Petani, selain 
itu ada juga yang bekerja sebagai nelayan,pedangang dan karyawan  swasta 
maupun Negeri serta pengraji sutra. Adapun produk unggulannya adalah padi 
dan kelapa.  
       Adapun desa/kelurahan di Kecamatan Tanasitolo sebagai berikut : 
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1. Kelurahan tancung 
2. Kelurahan Pincen Pute 
3. Kelurahan Mappadaelo 
4. Kelurahan Baru Tancung  
5. Desa Ujunge 
6. Desa Pajalele 
7. Desa Nepo 
8. Desa Pakkanna 
9. Desa Assorajang 
10. Desa Ujung Baru 
11. Desa Mario 
12. Desa wewangrewu 
13. Desa waetuwo 
14. Desa Inalipue 
15. Desa Mannagae 
16. Desa Lowa 
17. Desa Tonralipue 
18. Desa Palippu 
19. Desa Wajoriaja 
IV.1.2.2. Potensi Daerah Kecamatan Tanasitolo 
1) Agribisnis 
Daerah Kecamatan Tanasitolo sangat didukung oleh kondisi daerah 
sebagai daerah agraris dengan luas lahan pertanian 4.184 ha dan 11.277 ha 
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tanah kering membuat  sebagian besar penduduk Kecamatan tanasitolo  
bermata pencaharian sebagai petani. 
Potensi yang dimiliki dibidang agribisnis sangat besar,karena itu perlu 
dikembangkan dan diharapkan mampu menopang upaya pemulihan 
perkonomian daerah Kabupaten Wajo pada umumnya serta daerah kecamatan 
Tanasitolo pada Khususnya. Yang sebenarnya dengan potensi yang dimiliki 
sebenarnya mampu menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam 
memproduksi berbagai kebutuhan pokok manusia.  
Kondisi lahan pertanian yang sebagian dilengkapi dengan sarana irigasi 
tehnis dan non tehnis dapat mewujudkan daerah ini menjadi salah satu daerah 
pengembangan Agropolitan. yang diharapkan dapat menjadi terobosan dalam 
mengatasi berbagai permasalahan dan kendala khususnya dalam rangka 
percepatan pembangunan ekonomi Daerah. 
Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka akan 
membuka dan memberikan peluang perdagangan dan investasi yang cukup 
besar di sektor agribisnis karena tidak saja terbangun usaha budidaya ( on farm ) 
tetapi juga off farm yaitu ( pengadaan sarana pertanian,pengolaan hasil 
pertanian dan pemasaran ) serta jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi 
kesenjangan kesejahteraan, pendapatan,kemiskinan serta mencegah terjadinya 
urbanisasi tenaga produktif serta PAD. 
Usaha Perdagangan dan investasi yang ditawarkan ; 
 Pembangunan sarana irigasi tehnis 
 Pengadaan Pupuk 
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 Pengadaan sarana Pertanian Modern 
 Pengadaan bibit 
 Bantuan Kredit ( jasa koperasi ) 
 Usaha jual beli Hasil Pertanian 
 Jasa Transportasi 
2) Perikanan 
Sektor Perikanan memiliki peluang yang sangat besar untuk 
dikembangkan di daerah ini, karena daerah ini sebagian wilayahnya adalah 
merupakan kawasan pesisir danau yaitu danau Tempe. Mata pencaharian 
sebagian besar masyarakatnya sebagai nelayan  adalah merupakan salah satu 
faktor pendukung peningkatan produksi dibidang perikanan di daerah ini. apalagi 
dengan terbangunnya dan tersedianya sarana dan fasilitas yang sangat 
mendukung pengembangan dan peningkatan  hasil dari sektor perikanan. 
Besarnya minat komsumsi masyarakat terhadap hasil perikanan air tawar di 
sebagaian wilayah Indonesia merupakan salah satu tantangan tersendiri dalam 
upaya peningkatan produksi. Yang juga tentu akan mempengaruhi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. serta memberikan peluang terhadap pengembangan 
sektor usaha perdagangan dan invenstasi  dalam bidang perikanan di daerah ini. 
Usaha Perdagangan dan investasi yang ditawarkan ; 
 Pengembangan jasa Koperasi 
 Pengadaan sarana perikanan Yang Modern 
 Pengadaan Jasa Transpotasi 
 Usaha Jual beli hasil Perikanan 
 Pembangunan pabrik E 
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3) Peternakan 
Ditunjang oleh kondisi daerah serta terbangunnya beberapa fasilitas 
termasuk rumah tempat pemotongan hewan menjadikan peternakan merupakan 
salah satu potensi daerah yang siap menerima dan membuka peluang invenstor 
dalam pengembangan dan perdagangan  ternak didaerah ini. 
Usaha Perdagangan dan investasi yang ditawarkan ; 
 Pengembangan dan pemasaran  hewan  jenis sapi potong,kerbau dan   
Unggas 
 Pengadaan bibit unggul 
4) Industri Pengolahan dan kerajinan 
Peluang investasi dan perdagangan yang ditawarkan adalah usaha 
kerajinan kain Sutera. peluang investasi tersebut didukung oleh ketersediaan 
hasil, baik bahan baku kain maupun yang sudah diolah. berlindung dari nama 
besar daerah yang terkenal di luar daerah di tanah air bahkan sampai 
mancanegara sebagai daerah peghasil sutera yang terkenal merupakan salah 
satu potensi dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang cukup menjanjikan. 
Usaha Perdagangan dan investasi yang ditawarkan ; 
 Pengadaan bahan baku Sutera 
 Pembangunan sarana perdagangan mis, gudang,mini mall Dan Pasar 
grosir 
 Kegiatan usaha dan jaringan Pemasaran keluar daerah, 
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IV.1.2.3. Visi Misi Kecamatan Tanasitolo tahun 2013-2018 
1) Visi 
Visi kecamatan tanasitolo yaitu unggul dalam pelayanan hak dasar dan 
pembaruan kecamatan. 
2) Misi  
Misi kecamatan tanasitolo yaitu : 
1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima 
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
4. Meningkatkan kerja sama masyarakat dan pemerintah 
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur  
IV.1.2.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tanasitolo 
Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 
pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi 
daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepadaPemerintah Daerah baik 
provinsi, kabupaten, kecamatan dan kota untuk menyusun dan menetapkan 
organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. 
Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola 
organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas 
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dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan 
mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam pola organisasi 
pemerintah daerah. 
       Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 
yaitu kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui 
sekretaris daerah. 
Dibawah sekretaris camat terdapat tiga kepala sub bagian yaitu  
1. Kasubbag keuangan 
2. Kasubbag umum dan kepegawaian 
3. Kasubbag perencanaan dan pelaporan.  
Dibawah naungan camat tanasitolo terdiri dari lima Kepala seksi yaitu  
1. Kasi tata pemerintahan 
2. Kasi pemberdayaan masyarakat 
3. Kasi kesejahteraan social 
4. Kasi ekonomi dan pembangunan 
5. Kasi ketentraman dan ketertiban. 
IV.1.3.Struktur Organisasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) 
Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya 
guna dan berhasil guna maka Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo sebagai suatu organisasi yang menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu secara terorganisir 
tentulah harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan rapi. 
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Suatu organisasi pada prinsipnya  adalah menghimpun orang-orang untuk 
bekerjasama dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Kecenderungan pada sekelompok manusia yang 
berhimpun pada suatu wadah adalah keinginan untuk bersama dan bekerja 
secara koperatif untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun 
secara kelompok. 
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Keuangan yang 
selanjutnya disingkat dengan UPK adalah Unit Pengelola Keuangan 
pelaksanaan operasional PPK dan sebagai pelaksana mandat dari MAD yang 
mengkordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian 
dan pengembangan hasil kegiatan PNPM MP. 
Berdasarkan Perbup Wajo Nomor 58 Tahun 2015 Bab VIII tentang pembentukan 
keanggotaan,tugas pokok fungsi BKAD,BPUPK, dan UPK berikut struktur 
organisasi UPK Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo : 
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Gambar. IV.1 
(Struktur Organisasi UPK) 
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Adalah sebuah lembaga yang dibentuk 
atas dasar kesepakatan di satu wilayah dalam satu kecamatan melalui forum 
Musyawrah Antar Desa yang susunan keanggotaannya terdiri dari 
ketua,sekretaris dan Anggota. BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok 
sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat,kegiatan antar desa,asset 
produktif serta merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategi untuk 
pengembangan unit pengelola keuangan (UPK) dalam Microfinance. 
      Badan Pemerikasa Unit Pengelola Keuangan (BPUPK) adalah badan yang 
ditetapkan oleh musyawarah antar desa prioritas usulan dengan tujuan 
melakukan pengawasan terhadap UPK yang susunan keanggotaannya terdiri 
dari ketua,sekretaris dan Anggota. BPUPK bertanggung jawab untuk : 
a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi,bukti transaksi,dokumen-
dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan 
keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. 
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b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan 
mekanisme PNPM MP 
c. Memanta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK dan 
aturan-aturan MAD 
d. Memantau realisasi anggaran dan rencana kerja UPK 
e. Menyampaikan lapora pelaksanaan tugasnya kepada BKAD melalui MAD 
Unit Pengelola Keuangan merupakan  satu-satunya lembaga yang dibentuk 
untuk mengelola dana bergulir PNPM MP ditingkat kecamatan, diangkat dan 
dibentuk oleh BKAD melalui forum MAD dituangkan melalui berita acara yang 
susunan keanggotaannya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun 
fungsi UPK yaitu berfungsi sebagai Unit Pengelola Keuangan dalam membuat 
administrasi dan laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada 
masyarakat dan melaporkan kepada satuan kerja badan pemberdayaan 
masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan untuk divalidasi. 
Adapun tugas khusus ketua UPK yaitu : 
a. Memimpin rapat UPK/ pertemuan, mewakili organisasi dalam pertemuan 
dengan aparat terkait. 
b. Menyetujui atau menolak pengajuan dana bank dari sekretaris maupun 
bendahara. 
c. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan 
rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan 
pihak lain, specimen rekening dana kolektif , dana operasional, 
UPK,DOK,  dan dana pengembalian. 
d. Pemeriksaan RPD dan LPD 
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IV.2. Hasil Penelitian 
IV.2.1 Implementasi kebijakan program SPP dikecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo 
       Kedudukan UPK dikecamatan Tanasitolo merupakan sebuah organisasi 
yang dibentuk pada saat PNPM masih berjalan untuk menaungi kegiatan dana 
bergulir termasuk Program Simpan Pinjam Perempuan yang terdiri atas 58 
kelompok dari 11 Desa yang melaksanakan program SPP. Berikut nama-nama 
kelompok yang tergolong dalam kelompok SPP : 
Tabel. IV.1. Jumlah kelompok SPP 
No Desa Jumlah Kelompok 
1. Tonrilippue 1 
2. Mappadaelo 3 
3. Ujunge 2 
4. Baru Tancung 7 
5. Pajalele 2 
6.  Ujung Baru 7 
7. Mario 5 
8.  Assorajang 9 
9. Tancung 13 
10. Wewengrewu 6 
11. Pincengpute 3 
 Jumlah 58 Kelompok 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
       Berdasarkan keputusan pemerintah mengenai pemberhentian PNPM 
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ) pada tahun 2015 melalui surat 
dirjen PMD Nomor : 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang 
kontrak kerja Fasilitator PNPM MP dalam surat itu disebutkan bahwa kontrak 
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kerja fasilitator berakhir pada 31 Desember 2014.Meskipun secara kebijakan 
PNPM sudah berakhir namun program dana bergulir termasuk SPP dan UEP 
masih tetap berjalan termasuk 58 kelompok yang telah disebutkan diatas. 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah kegiatan pemberian 
dana bantuan permodalan untuk kelompok perempuan yangmempunyai kegiatan 
simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan kelompok SPP ini ialah untuk 
mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,kemudahan akses 
pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaandasar, dan 
memperkuat kegiatan kaum perempuan dan mendorongpenanggulangan rumah 
tangga miskin. Sedangkan tujuan khususnya antara lainadalah memberikan 
kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomikeluarga/rumah tangga 
melalui pendanaan peluang usaha.Adapun jenis-jenis usaha yang dikembangkan 
oleh kelompok SPP sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua UPK bahwa:  
“Pada umumnya usaha yang dikembangkan oleh kelompok SPP terkhusus 
di kecamatan tanasitolo ini yaitu usaha TBM (Tenun Bukan Mesin), tapi ada 
juga yang mengembangkan usahanya dengan menjual campuran, jual 
pakain sutra tapi sebagian besar mengembangkan tenun karena tanasitolo 
merupakan pusat pengelolaan tenun sutra, ada juga mengelola Ikan tapi itu 
dilakukan oleh kelompok UEP” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
 
       Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hanya ada tiga jenis usaha yang 
dikembangkan oleh masyarakat Tanasitolo terkhusus anggota SPP yaitu 
menenun, menjual campuran dan memsarkan hasil tenunnya (jual kain sutra). 
 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan UPK yang dapat disajikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel IV.2 .Jenis Usaha SPP 
Nama Kelompok Desa Jenis Usaha 
Cempaka  Ujunge Campuran 
Cempaka V Ujunge Jual Pakaian 
Sejahtra Ujung Baru Jual baju 
Seruni 1 Pinceng Pute Tenun, dan campuran 
Seruni  Assorajang TBM (Tenun Bukan Mesin) 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
       Pelaksanaan SPP dilaksanakan diberbagai kecamatan yang ada di 
Indonesia termasuk di Kecamatan Tanasitolo.Kecamatan tanasitolo merupakan 
salah satu dari 3 kecamatan terbaik dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten 
wajo dan salah satu kecamatan yang sukses dalam pelaksanaan program 
simpan pinjam perempuan. Pada dasarnya keberhasilan suatu program 
bergantung pada berhasil atau tidaknya pengimplementasian program tersebut  
karena suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program 
tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Itulah sebabnya mengapa 
pengimplementasian program SPP dapat berkembang di Kecamatan Tanasitolo, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua UPK bahwa : 
“Salah satu alasan mengapa pelaksanaan SPP dikecamatan Tanasitolo ini 
berjalan dengan baik karena bunga pinjaman yang diterapkan oleh UPK 
Kecamatan Tanasitolo tidak terlalu tinggi yaitu 2% menurun selama satu 
tahun, atau tidak boleh lebih dari bunga bank dan ini hanya berlaku khusus 
di kecamatan Tansitolo. selain itu, dengan berkembangnya usaha kecil ibu 
rumah tangga dimana umumnya adalah usaha tenun Sutra sehingga 
kecamatan tanasitolo merupakan satu satunya kecamatan yang ada di 
Kabupaten Wajo yang sering dikunjungi oleh Bank Dunia selain itu 
memang kecamatan tanasitolo merupakan pusat pengelolaan persutraan.” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
       Pelaksanaan program SPP di kecamatan Tanasitolo memiliki cara tersendiri 
untuk menarik minat masyarakat setempat salah satunya sebagaimana yang 
telah dijelaskan oleh ketua UPK diatas bahwa kecamatan Tanasitolo 
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menerapkan sistem bunga yang tidak terlalu tinggi yaitu hanya 2% menurun 
selama satu tahun dalam artian selama satu tahun, dana pinjaman mengalami 
penurunan bunga sebanyak 2% setiap bulannya. Misalnya jumlah tagihan pada 
bulan Januari sebanyak Rp.120.000 maka bulan selanjutnya mengalami 
penurunan sebanyak 2% jadi jumlah tagihan yang harus dibayar pada bulan 
februari sebanyak Rp. 118.000.  Selain memiliki sistem tersendiri untuk menarik 
minat masyarakatnya Tanasitolo dijuluki sebagai pusat persuteraan yang ada di 
Kabupaten Wajo sehingga sering dikunjungi oleh bank dunia. 
Manfaat dengan adanya program SPP ini juga dikemukakan oleh salah satu dari 
anggota kelompok SPP “T” bahwa : 
“Jadi sebelum saya menigkuti program SPP saya hanya bisa memasarkan 
produk hasil tenun saya di sekitar kabupaten Wajo saja, jadi sekarang 
setelah mengikuti SPP Alhamdulillah bisa dikatakan sudah bisa 
memasarkan kain hasil tenunan saya diluar kabupaten Wajo seperti 
Makassar dan daerah yang lainnya.” 
(Wawancara 14 Januari 2016) 
 
       Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya 
program SPP maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat karena 
dengan adanya dana pinjaman yang diberikan maka masyarakat mampu 
memenuhi kebutuhan usahanya sendiri untuk mengembangkan usahanya. 
Sejalan dengan hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu ketua 
kelompok SPP dari desa Ujunge bahwa : 
“Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, salah satunya menambah 
modal  usaha pokoknya sejahtera ki sejak  adanya ini.” 
       Selain manfaat yang diperoleh oleh anggota yang tergolong dalam kelompok 
SPP manfaat lain juga diperoleh oleh pihak pemerintah Kecamatan Tanasitolo. 
Sejalan dengan pernyataan ketua UPK Kecamatan Tanasitolo yang menyatakan 
bahwa : 
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“Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan hadirnya SPP ini pertama, 
bagi anggota SPP sekarang sudah tidak susah lagi mencari modal untuk 
mengembangkan usahanya sehingga lebih berpeluang untuk berbisnis lebih 
besar dan sekarang sudah banyak usaha kecil yang dapat dikatakan 
berhasil karena sudah mampu memasarkan hasil tenunnya diluar kabupaten 
Wajo Nah, yang kedua tentu pihak kecamatan juga memiliki keuntungan 
yang sangat besar bahkan sampai sekarang surplus SPP sudah mencapai 
Milyaran. Meskipun pada dasarnya dana SPP hanya bisa dialokasikan ke 
kegiatan yang bersifat bantuan sosial misalnya banjir tiba-tiba dan 
masyarakat butuh bantuan maka kita bisa gunakan dana SPP dana yang 
diberikan max 15% dan untuk pengembangan kelembagaan max 35%.  
Untuk pembangunan Infrastruktur kecamatan dan lain sebagainya tidak bisa 
menggunakan dana SPP karena sudah ada alokasi tersendirinya”   
(Wawancara 19 Januari 2016) 
Pernyataan diatas diperkuat dengan data yang diperoleh dari pihak UPK yang 
disajikan dalam bentuk table yaitu sebagai berikut :  
Tabel IV.3. Surplus dana SPP hingga 2015 
 
NO URAIAN Rp Rp 
 
1. Surplus tahun 2014 327,440,079 
  
2. Jumlah surplus pada tahun 2014 
 
1,493,345,821 
 
3. Surplus Tahun 2015 
          
327,440,079    
 
4. Jumlah Surplus pada tahun 2015 
 
1,820,785,900 
 Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
       Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama program SPP 
dijalankan mulai pada tahun 2008 hingga 2015 mengalami keuntungan sebesar 
Rp. 1.820.785.900. Dana dana tersebutlah yang terus digulirkan kepada 
kelompok SPP sampai pada tahun 2015. 
 
IV.2.2.  Implementasi Inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam 
Perempuan di Kecamatan Tanasitolo 
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Acuan pelaksanaan program Simpan pinjam perempuan di kecamatan tanasitolo 
mengacu kepada PTO penjelasan X PNPM MP mengenai pengelolaan dana 
bergulir baik sebelum maupun setelah PNPM MP berakhir.Namun setelah PNPM 
MP berakhir maka dikeluarkanlah peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2015 
tentang perlindungan dan pelestarian asset dana dan simpan pinjam usaha 
ekonomi produktiff (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan 
masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM MPD/Integrasi) Kabupaten Wajo. 
Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan kepala BKAD yang menyatakan 
bahwa : 
“Awal adanya inovasi kebijakan ini karena berkahirnya PNPM MP 
sedangkan dana bergulir dalam hal ini UEP dan SPP harus tetap 
dilanjutkan karena telah menjadi milik masyarakat jika dilihat dalam perbub 
nomor 58 tahun 2015. Itulah sebabnya diadakan MAD atau Musyawarah 
antar desa untuk membicarakan hal tersebut sehingga terpilihlah BKAD 
atau Badan Kerja Sama Antar Desa sebagai lembaga tertinggi dalam 
pengelolaan dana bergulir baik UEP maupun SPP yang dikelola oleh Unit 
Pengelola Keuangan.” 
        Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa status kepemilikan hasil 
kegiatan PNPM MP termasuk SPP adalah milik masyarakat. Didalam Perbup 
tersebut juga dijelasakn bahwa dalam perlindungan dan pelestarian hasil 
kegiatan PNPM MP maka perlu dibentuk institusi yang mempunyai kekuatan 
hukum yang dapat diberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal dari 
pemerintah daerah. Oleh karena itu pada bulan Oktober 2015 telah 
diselenggarakan serah terima asset dana bergulir dari tim penetaan ke BKAD 
dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 
masyarakat desa serta unsur lain yang terakait dengan pelaksanaan PNPM MP. 
Maka SPP dan UEP secara resmi dinaungi oleh BKAD.  
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Untuk mengatasi masalah penunggakan pada saat sebelum PNPM MP berakhir 
diterapkan aturan tanggung renteng yaitu tanggung bersama jika salah satu 
anggota melakukan penunggakan maka semua anggota dalam kelompok 
tersebut melakukan tanggung bersama, secara bersamaan juga diterapkan 
sanksi lokal yaitu sanksi yang dikenakan kepada desa setempat dalam hal ini jika 
salah satu kelompok mengalami penuggakan maka desa kelompok tersebut tidak 
mendapatkan dana fisik dan dana SPP. Agar program SPP tetap terlaksana 
dengan baik maka dikeluarkan sebuah inovasi kebijakan yaitu aturan mengenai 
surat ahli waris dan penjaminan dimana sebelum PNPM MP berkhir diterapkan 
tanggung renteng dan sanksi lokal. 
       Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang 
telah diputuskan oleh policy makeratau para pembuat kebijakan, seolah-olah 
tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataanya, tahapan 
implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti 
apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain 
implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara 
maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri dalam hal 
pengimplementasian inovasi kebijakan program SPP yang telah dikeluarkan 
BKAD yang merupakan lembaga tertinggi dalam pengelolaan dana bergulir. 
       Berakhirnya PNPM MP maka aturan mengenai surat pernyataan ahli waris 
dan jaminan rumah, BPKB, SPPT dll dibuat setelah SPP berada dibawah 
naungan BKAD mengingat sanksi lokal  secara otomatis telah dihapus 
bersamaan dengan berakhirnya PNPM  MP. surat pernyataan ahli waris tersebut 
dimaksudkan agar setiap anggota yang tergolong dalam kelompok SPP harus 
mempunyai jaminan seperti BPKB, SPPT dll dan wajib membuat surat 
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pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh keluarga dekat baik suami 
maupun anak hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mengikat anggota SPP 
untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menyebabkan proses 
pengimplementasian terhambat.Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari 
kepala BKAD “AS” yaitu sebagai berikut : 
“Dengan berakhirnya aturan sanksi lokal dan tanggung renteng maka 
diterapkanlah surat jaminan dan surat ahli waris dengan maksud tentu 
tanggung jawab mereka akan lebih besar dari pada tanggung renteng karena 
jika menggunakan ahli waris jaminan disitu kan, pasti mereka akan menjaga 
siri’nya jika ditarik jaminannya hanya karena tidak melunasi tunggakan 
sedangkan untuk tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama 
dalam kelompok sedangkan yang menunggak dilakukan oleh salah satu 
individu saja yang ada didalam kelompok tersebut kemudian ahli waris disini 
dimaksudkan untuk mengikat anggota SPP karena ada yang bertanda tangan 
sebagai ahli waris yang nantinya akan melunasi tunggakan jika pihak 
bersangkutan mengalami kendala” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
 
Hal lain dikemukakan oleh salah satu kepala desa “AE” bahwa : 
 
“Sebenarnya jika dilihat dari kedua aturan itu yaitu aturan ahli waris dan 
pemberian jaminan dan yang paling diperketat hanyalah surat pernyataan 
ahli dan selama ini aturan mengenai pemberian jaminan seakan formalitas 
saja karena tidak mungkin jaminan rumah misalnya akan diambil sedangkan 
tunggakan yang ada maksimal sekitar 3.000.000. Mungkin saja sanksi itu 
akan benar-benar terjadi jika terdapat anggota yang memiliki tunggakan 
yang sangat besar namun sepengetahuan saya belum ada yang diambil 
jaminannya selama ia menjadi bagian dari SPP” 
(Wawancara 21 Januari 2016) 
 
Berdasarkan kedua pandangan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan surat 
pernyataan ahli waris memiliki peranan yang sangat besar agar mampu menekan 
penunggakan jika dibandingkan dengan  surat jaminan. Meskipun pada dasarnya 
surat jaminan juga merupakan salah satu bukti kuat untuk mengikat atau 
“mengancam” anggota SPP. Namun belum ada kasus yang pernah teralisasikan.  
       Pernyataan mengenai pengimplementasian inovasi kebijakan yang 
dikeluarkan juga dikemukakan oleh Camat Tanasitolo “AM” bahwa : 
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 “Dengan dikeluarkannya aturan bahwa setiap anggota kelompok SPP harus 
membuat surat pernyataan ahli waris dan pemberian jaminan itu sangat 
perpengaruh kepada setiap anggota SPP supaya tidak lagi melakukan 
penunggakan dan tentunya anggota yang tergolong dalam kelompok SPP 
akan berfikir dua kali untuk keluar daerah”  
(Wawancara 21 Januari 2016) 
Seringnya terjadi Urbanisasi pada masyarakat daerah setempat sehingga 
menjadi alasan akan pentingnya peran surat pernyataan ahli waris  bagi anggota 
SPP. 
IV.2.3 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Inovasi Kebijakan Program 
Simpan Pinjam Perempaun di Kecamatan Tanasitolo 
       Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diawal maka menjadi 
sebuah permasalahan tersendiri untuk diteliti, pada pendiskripsian ini akan 
dilakukan telaah mendalam mengenai inovasi kebijakan tersebut dan melihat 
bagaimana penerapan inovasi kebijakan tersebut. Meskipun telah dikeluarkan 
inovasi tersebut masih saja terjadi penunggakan, dimana penunggakan 
merupakan masalah terbesar yang terjadi di organisasi UPK ini, baik sebelum 
maupun sesudah PNPM MP berakhir. 
       Dalam penelitian ini digunakan pendekan teori yang dikemukakan oleh 
Steelman yaitu dengan melihat dari segi faktor individu adalah salah satu faktor 
yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi sebuah inovasi 
kebijakan dengan melihat motivasi individu tersebut terhadap inovasi yang telah 
dibuat, norma dan harmoni para aktor terhadap perubahan tersebut dan 
keselarasan atau kesesuaian individu tersebut. 
IV.5.1. Motivasi  
       Motivasi merupakansebuah indikator yang digunakan untuk melihat sejauh 
mana motivasi individu terhadap inovasi kebijakan yang dibuat. Teori motivasi 
dalam faktor individu menyatakan bahwa setiap actor akan termotivasi untuk 
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melakukan perubahan.Menurut Hasibuan, (2006: 143), Motivasi berasal dari kata 
Latin movere yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang 
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 
bekerja efektif, dan teritegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 
tujuan. 
       Peningkatan motivasi sangat dipengaruhi oleh aspek kebijakan yang 
dilakukan dan hal ini mendorong pada peningkatan kemampuan dari masyarakat 
yang bersangkutan terutama dalam melaksanakan tugas-tugas mereka 
(Muhammad basri dan Iryanti Mayasari/ jurnal administrasi Negara,Volume 21 
no.1. 2015:38). Sejalan dengan pandangan andersorrson (1984) yang 
menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan 
yang dilakukan dalam organisasi serta menjadi pedoman dan pendorong dalam 
meningkatkan kapasitas personil dalam organisasi tersebut 
       Untuk motivasi individu terhadap inovasi kebijakan yang telah dibuat oleh 
pemerintah kecamatan Tanasitolo  dalam hal ini oleh BKAD yang merupakan 
lembaga tertinggi pengelola tertinggi dana SPP. Sebagaimana yang telah 
diketahui bahwa motivasi merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam 
mendukung implementasi kebijakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
salah satu BPUPK “AS” bahwa : 
“Tujuan awal dilahirkan kebijakan tersebut tidak lain hanya untuk 
meningkatkan motivasi anggota SPP untuk membayar tunggakan, namun 
berdasarkan pengamatan saya sebagai pengawas bahwa selama kebijakan 
ini diterapkan maka terjadi jumlah penurunan jumlah tunggakan. Meskipun 
tidak serta merta semua anggota SPP sadar akan itu, ya kembali lagi ke 
individu masing-masing” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
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       Pernyataan diatas menjelaskan bahwasanya sejak surat pernyataan ahli 
waris diterapkan maka kesadaran anggota SPP untuk melunasi tunggakan 
mengalami penurunan.  Namun, dalam sebuah masyarakat terdapat perbedaan 
karakter dan sifat yang dimiliki oleh setiap individu oleh karenanya masih 
terdapat anggota SP yang belum sadar akan tanggung jawabnya yakni 
membayar tunggakan. 
       Sejalan dengan hal tersebut dengan adanya inovasi kebijakan ini tentunya 
memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang tergolong dalam 
kelompok SPP yaitu meningkatan potensi dan kemampuan perempuan RTM 
dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Implementasi kegiatan SPP-
PNPM Mandiri juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan 
perekonomian di desa terutama terhadap berkembangnya kegiatan simpan 
pinjam.Sebagaimana yang telah diutarakan oleh salah satu kepala desa “AK” 
bahwa : 
“Kalau perubahannya sekarang, sudah ada perubahan kepedulian 
membayar tunggakan jadi kalau ada tunggakan yang macet maka dialihkan 
kepada ahli waris yang bertanda tangan dalam surat pernyataan ahli waris”. 
(Wawancara 13 Januari 2016) 
       Selain meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar tunggakan 
disisi lain juga mengalami peningkatan pembayaran tunggakan maka setelah 
beberapa bulan pelaksanaan inovasi kebijakan ini diterapkan terdapat 
peningkatan pembayaran tunggakan. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh 
ketua UPK “Y”  bahwa : 
“Kebijakan tersebut cukup berhasil jika dilihat jumlah penunggakan pada 
bulan September 2015 pada saat serah terima asset sebesar Rp. 108.712.723 
turun menjadi Rp. 57.050.004 dibulan Desember 2015 pada saat tutup buku. 
Jadi mengalami penurunan sebesarRp. 51.050.004 kemudian sampai saat ini 
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akhir januari menurun lagi menjadi 29.187.521. jadi intinya bisa menekan 
penunggakan” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
inovasi kebijakan ini mampu menekan penunggakan meskipun tidak mampu 
mengurangi penunggakan secara drastis. Namun disisi lain masih adanya 
ketidaksesuain antara kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP yang lain 
sehingga tidak semua anggota mampu termotivasi dengan adanya inovasi 
kebijakan ini.  
       Adapun alasan mengapa anggota kelompok SPP termotivasi dengan 
dikeluarkannya kebijakan tersebut berikut kutipan wawancara peneliti dengan 
salah satu anggota kelompok SPP yang tergabung di kelompok Seroja Desa 
Ujunge “P” bahwa : 
“Pastinya kami sebagai anggota lebih termotivasi lagi untuk membayar 
tunggakan meskipun sebenarnya masih pernah ji juga menunggak tapi tidak 
seperti waktu belum ada ini kebijakan buat surat ahli waris dan jaminan, 
apalagi dengan adanya SPP ini sangat membantu perekonomian kami”  
(Wawancara 13 Januari 2016) 
Sejalan dengan pemaparan dari ketua kelompok SPP kelompok Seruni Desa 
Assorajang “N” yaitu sebagai berikut : 
“Dengan adanya aturan tersebut pastinya akan meningkatkan motivasi kami 
untuk membayar tunggakan karena dapat dikatakan bahwa sudah ada 
ikatan dalam hal ini sudah ada hitam diatas putih dan saya rasa dengan 
adanya program SPP yang dulunya saya hanya memasarkan hasil tenunan 
sutra di sekitar kabupaten wajo akan tetapi dengan adanya dana pinjaman 
dari SPP sekarang sudah bisa sampai ke Makassar dan sebenarnya 
terjadinya penunggakan disebabkan jika ketua dan seluruh anggota SPP 
tidak menjalin kerja sama yang baik”. 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
       Pernyataan dari ke dua pengguna program diatas pada dasarnya inovasi 
kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi masyarakat setempat. 
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Terlaksananya inovasi kebijakan SPP tentu tidak lepas dari peran kepala desa 
sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu kepala desa yang ada di 
kecamatan Tanasitolo “R” bahwa : 
“Kami selaku kepala desa tetap memiliki tanggung jawab, diperhatikan 
bagaimana kedepannya agar tidak ada lagi dana yang macet. Peran kepala 
desa sama baik sebelum maupun sesudah PNPM MP berakhir” 
(Wawancara 21 Januari 2016) 
      Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
program SPP dan pelaksanaan inovasi kebijakan yang dikeluarkan tidak lepas 
dari peran pemerintah untuk membantu pihak UPK untuk mengatasi masalah-
masalah yang ada dalam hal ini masalah penunggakan, meskipun pada 
dasarnya peran kepala desa sebelum maupun sesudah PNPM MP berakhir 
tetap memiliki peran yang sama yaitu mengontrol jalannya program SPP. Hal 
tersebut dipertegas dipertegas oleh pernyataan BKAD mengenai peran kepala 
desa terhadap pelaksanaan program SPP di kecamatan Tanasitolo “P” bahwa: 
“Peran kepala desa memiliki peranan yang besar, seandainya tidak 
dibantuki sama pak desa aii tambah banyak penunggakan” 
(Wawancara 13 Januari 2016) 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh anggota SPP dari desa pajalele berkaitan 
dengan peran kepala desa “NDR”  bahwa: 
“Alhamdulillah kontribusinya pak desa kepada kami sejauh ini bagus, sekali 
sebulan biasanya sering dilakukan pengontrolan kepada anggota SPP 
biasanya yang dikontrol itu kelompok yang ada penunggakannya”  
(Wawancara 14 Januari 2016) 
      Disisi lain ketika kita berbicara masalah individu bahwa setiap individu 
memiliki kepribadian yang berbeda-beda begitu pun hal nya dengan ketika kita 
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membahas mengenai motivasi membayar tidak serta merta semua pengguna 
program mampu termotivasi dengan kehadiran aturan tersebut. Oleh karenanya 
disitulah pihak organisasi atau pihak UPK yang berperan penting dalam 
pelaksanaan program dengan secara perlahan menyadarkan masyarakat akan 
penting nya sebuah aturan.  
IV.5.2 Norma Dan Harmoni 
       Berbicara tentang norma membahas mengenai kesepahaman aturan, 
kesepakatan, kebiasaan yang baik. Norma dan harmoni adalah kerja para aktor 
untuk predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial 
dan keharmonisan, norma dan harmoni ini juga memperhitungkan keinginan 
individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up 
dan institusionalisme sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja secara 
konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan 
bertahan, sehingga lebih mudah setiap individu untuk bekerja sama dengan 
melakukan praktek inovatif. Jika inovasi tidak konsisten dengan norma-norma 
kerja, maka individu yang ingin mengejar praktek inovatif Kemungkinan akan 
mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya. 
      Sejalan dengan itu inovasi kebijakan terhadap program SPP yang telah 
dikeluarkan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yaitu mengenai kebijakan surat 
ahli waris dan jaminan BPKB,SPPT, Rumah dll dapat dikatakan sesuai dengan 
norma masyarakat kecamatan tanasitolo hal tersebut dipertegas dengan apa 
yang telah dikemukakan oleh salah satu masyarakat kecamatan Tanasitolo dan 
salah satu anggota kelompok simpan pinjam perempuan kelompok Masagena 
desa Pajalele “T” mengemukakan : 
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“Aturan tersebut sama sekali tidak memberatkan kami sebagai anggota 
kelompok karena justru lebih memotivasi lagi bagi anggota lain yang biasa 
menunggak aturan ini sebenarnya lebih meringankan dari pada aturan 
sanksi lokal karena satu ji yang melanggar na kenna semua ki satu desa 
kalau aturan surat ahli waris kan  tidak ji ” 
(Wawancara 14 Januari 2016) 
       Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya inovasi kebijakan 
tersebut akan memotivasi anggota kelompok yang tergolong dalam kelompok 
SPP tanpa menyalahi norma atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat 
bahkan berdasarkan pandangan diatas inovasi yang dikeluarkan memiliki nilai 
positif yang lebih jauh dibandingkan dengan sistem yang telah diterapkan 
sebelumnyadalam hal ini system sanksi lokal.  
      Hal yang sama juga dikemukakan oleh BKAD selaku pemegang pengelola 
tertinggi program SPP ini “AU” yaitu : 
“Memang setelah kebijakan ini ditetapkan maka kami dari pihak pengelola 
yang dibantu oleh UPK, FT dan pihak desa telah mensosialisasikan 
mengenai aturan baru ini dengan maksud memberikan pemahaman 
kepada masyarakat adapun usaha yang dilakukan agar proses 
pelaksanaan SPP ini dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan terus 
memantau kinerja UPK, FT yang sekarang sudah menjadi Pendamping 
Desa dan kinerja UPK juga dipantau oleh BPUPK jadi tidak ada lagi saling 
mengharapkan.” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
       Berdasarkan pernyataan di  atas bahwa usaha yang telah dilakukan oleh 
pihak UPK untuk memberikan informasi kepada anggota SPP dengan hadirnya 
inovasi tersebut maka UPK telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan 
maksud memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga inovasi yang 
akan diterapkan akan dikenal, dihayati, dan dipahami oleh masyarakat dan 
kedepannya tidak terdapat hal-hal yang nantinya bertentangan dengan nilai-nilai 
yang dianut oleh masyarakat setempat karena pada dasarnya Sebuah inovasi 
tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila belum diketahui oleh 
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masyarakat luas. Untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai inovasi 
yang akan diimplementasikan, terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi 
sebagimana apa yang telah dilakukan oleh pihak UPK. 
       Dalam konteks membandingkan antara mentalitas barat dan timur, 
Soetoprawiro mengemukakan mengenai harmoni yang menjadi faktor paling 
penting didalam kehidupan masyarakat Indonesia dimana dikatakannya bahwa 
segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala 
sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras dan seimbang. Yang adil dan 
yang makmur adalah yang harmonis. Segala perilaku dan tindak tanduk itu 
berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru. 
(Juniarso 2009:215). 
        Dalam pengertian diatas dapat diambil satu pemahaman, harmoni diartikan 
sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan kesimbangan. Unsur-unsur 
yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain(Juniarso 
2009:215). : 
a) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan 
b) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-
masing agar membentuk suatu system. 
c) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, 
kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan 
d) Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-
faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur 
       Makna dari harmonisasi adalah baik yang artinya sebagai upaya maupun 
dalam arti sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak 
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mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal yang bertentangan, dan 
kejanggalan, kecocokan dan keselarasan antara berbagai faktor yang 
sedememikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau 
membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu system. 
       Sebuah pelaksanaan inovasi (Implementing Innovation) dapat dikatakan 
berhasil jika salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi 
terpenuhi termasuk faktor norma dan harmoni didalamnyaberkaitan dengan 
implementasi inovasi kebijakan program SPP sebagaimana yang diungkapkan 
oleh UPK “Y” bahwa 
“Sebuah aturan diterapkan pasti sudah melewati beberapa tahap proses 
pembuatan kebijakan termasuk pertimbangan dalam pengimplementasian 
program dan kesesuaian antara lingkungan masyarakat dan nilai-nilai yang 
dianut oleh masyarakat dengan kebijakan yang akan dibuat. Dan justru 
dengan hadirnya kebijakan ini akan lebih meringankan masyarakat dalam 
proses perguliran dana jika dibandingkan dengan aturan sanksi lokal itulah 
sebabnya mengapa sebagian desa yang ada di Kecamatan Tansitolo tidak 
bergabung dalam program SPP ini karena mereka merasa ada 
ketidaksesuaian dengan sanksi lokal tersebut”  
(Wawancara 19 Januari 2016) 
 
 
 
Iv.5.3 Keselarasan/Kesesuaian 
Kesesuaian atau keselarasan antara nilai dominan dalam sebuah pemerintahan 
dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi dukungan individu atas inovasi 
yang diberikan selain itu kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-niali individu 
dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras 
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dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi individu tersebut 
untuk melakukan praktek inovasi. 
       Membahas mengenai sanksi lokal dan surat pernyataan, surat pernyataan 
lebih meringankan dari pada sanksi lokal hal tersebut juga dikemukakan  oleh 
salah satu kepala desa yang tidak setuju dengan sanksi lokal sehingga kelompok 
SPP tidak terdapat di desa lowa, namun setelah aturan surat pernyataan ahli 
waris dan pemberian jaminan maka beliau kembali tertarik untuk bergabung 
dalam Program SPP ini. Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu kepala desa  yang ada dikecamatan Tanasitolo “S”:  
“ Menurut saya dengan adanya surat pernyataan ahli waris dan pemberian 
jaminan maka SPP dikecamatan Tanasitolo akan lebih baik lagi mengapa 
saya katakan demikian karena ada ikatan terhadap anggota dan tentunya 
akan mengurangi penunggakan. Lain halnya dengan sanksi lokal 
sebenarnya sanksi lokal bagus namun ketika kelompok SPP menunggak 
akan berdampak kepada Desa Setempat sedangkan pribadi-pribadi setiap 
orang kan berbeda mungkin ada yang sadar akan hal itu adapula yang 
tidak. 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
       Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa inovasi 
kebijakan yang dikeluarkan oleh BKAD setelah PNPM MP berakhir memiliki 
banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk kepala desa Lowa diatas. 
Sehingga ketika peneliti menanyakan apakah beliau akan tertarik untuk  
bergabung dalam program SPP maka beliau menjawab : 
“ Saya Pribadi sangat mendukung dan tertarik terhadap kebijakan ini dan 
akan menceritakan lebih lanjut kepada UPK. Sekarang sementara 
pendiskualifikasian kelompok-kelompok yang akan dibentuk”. 
Surat pernyataan ahli waris dan pemberian jaminan jika dilihat dari segi 
pandangan kepala desa Lowa, kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang besar 
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akan tetapi dibalik hal positif suatu program juga tedapat hal-hal yang menjadi 
ketidaksesuaian disebagian masyarakat khususnya masyarakat kecamatan 
Tanasitolo. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua UPK “Y” bahwa : 
“Untuk saat ini hanya terdapat dua kelompok yang meninggalkan daerah 
tanpa sepengetahuan pihak UPK, yaitu kelompok Zalsabilah I dan II 
kemudian satu kelompok lagi yaitu kelompok Al-Asri nah kalau yang ini 
mengalami kemacetan usaha kami dari pihak UPK akan menindaklajuti 
tunggakan dengan melihat yang bertanda tangan di surat ahli waris namun 
pada kenyataannya yang bertanda tangan didalam surat ahli waris juga 
bersamaan meninggalkan daerah setempat” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
        Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa inovasi kebijakan 
yang keluarkan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepedulian membayar 
bagi anggota kelompok SPP namun disisi lain terdapat dua kelompok yang 
terdapat di desa Mappadaelo yaitu kelompok Zalsabilah I dan Zalsabilah II. 
Didalam kelompok tersebut dalam hal ini ketua dan sebagian anggota kelompok 
Zalsabilah I dan II telah meninggalkan daerah setempat dan memiliki tunggakan 
yang belum terlunasi.Berdasarkan data yang diperoleh di UPK bahwa kelompok 
tersebut bersama keluarganya termasuk semua anggota keluarga yang bertanda 
tangan didalam surat pernyataan ahli waris meninggalkan daerah setempat atau 
dengan kata lain keluar daerah. Sedangkan kelompok Al-Asri mengalami 
kemacetan Usaha.  
       Meningkatnya pembayaran pelunasan tunggakan selama inovasi kebijakan 
tersebut diimplementasikan menutup kemungkinan akan keberhasilan inovasi 
tersebut namun bila program tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam 
pengimplementasiannya maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak 
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yang terlibat diterbukti dengan adanya kasus seperti kasus Zalsabilah dan Al-Asri 
diatas.  
       Ketidaksesuain dalam suatu program akan mengakibatkan kerugian secara 
sosial dan ekonomi bahkan akan berpotensi merusak reputasi salah satu pihak 
baik pihak organisasi yang terlibat atau masyarakat yang terlibat dan akan 
mengganggu keberlanjutan program tersebut. Unsur penting untuk menilai 
sebuah kelayakan program yaitu dengan melihat kesesuainnya.( Pardosi,Jawatir. 
Jurnal Administrator Borneo, Vol 7 No. 2 (2011) 232). 
       Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian Hanya terdapat tiga 
kelompok yang memiliki tunggakan yang masuk dalam kategori kolektibilitas IV 
dan V  yaitu kelompok Zalsabilah I, Zalsabilah II dan Als-asri. Maka berikut daftar 
tunggakan kelompok SPP Kecamatan Tanasitolo pada Desember 2015 : 
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Tabel. IV.4. Data Penunggakan kelompok SPP di Kecamatan Tanasitolo 
N
o 
Desa 
Saldo  
Pinjaman 
Bulan Des 
2015         
     
Kolek
tibilit
as   I 
Kolektibilitas   
II 
Kolektibilit
as   Iii 
Kolektibilita
s   Iv 
Kolektibilit
as   V 
 1 Mappadaelo             
   Zalsabila I   
             
14,305,250  
                            
-  
          
-  
                      
-  
     
14,305,250  
  
   Zalsabila II   
               
7,622,333  
                            
-  
          
-  
                      
-  
       
7,622,333  
  
2 Baru Tancung             
  Mappasitujue 
             
16,333,332  
                            
-  16,333,332  
      
  Massiddiati 
             
18,655,336  
                            
-  18,655,336  
      
3 Pajalele 
                            
-  
                            
-  
        
 
Al Asri 
               
3,451,132  
                            
-  
          
-  
                      
-  
                    
-  
         
3,451,132  
4 Mario               
  Sipakaenre 
               
1,459,665  
                            
-  
          
-  
         
1,459,665  
    
  Patellongi 
             
11,457,332  
                            
-  11,457,332  
      
5 Tancung               
  Melati   
             
14,791,669  
                            
-  14,791,669  
      
6 Pincengpute             
  Seruni I   
             
13,833,000  
                            
-  13,833,000  
      
  Seruni II   
             
15,287,665  
                            
-  15,287,665  
      
 
TOTAL 
   
90,358,334 1,459,665 21,927,583 3,451,132 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016 
       Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa terdapat tiga kelompok 
SPP yang tergolong dalam Kolektibilitas IV dan V yaitu kelompok Zalsabilah I,II 
dan Al-Asri sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya oleh ketua UPK. 
Kelompok yang tergolong dalam Kolektibilitas IV merupakan angsuran pokok 
menunggak    sebanyak 5 sampai 6 kali sedangkan kategori kolektibilitas V 
merupakan angsuran pokok menunggak diatas 6  kali angsuran. Kelompok yang 
tergolong dalam kolektibilitas IV dan V merupakan penunggakan yang paling 
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bermasalah sebagaimana yang telah disajikan dalam data diatas bahwa 
kelompok Zalsabilah I,II dan Al-asri masuk kedalam kategori Kolektibilitas IV dan 
V sehingga hal tersebut yang mendasari jika kelompok tersebut mengalami 
masalah penunggakan yang besar, lain halnya dengan kelompok yang tergolong 
dalam kolektibilitas 1 yaitu angsuran pokok lancar    tanpa tunggakan sedangkan 
kolektibilitas 2 masih dianggap sebagai tunggakan berjalan karena angsuran 
pokok menunggak 1 sampai 2 kali penunggakan sehingga penunggakan 
kolektibilitas 1 dan 2 tidak dianggap sebagai kelompok yang bermasalah karena 
penunggakan hanya terlambat beberapa hari.  
Berikut daftar tunggakan kelompok Zalsabilah I berdasarkan masing masing 
anggota, tunggakan tersebut tercatat sebagai tunggakan pada bulan Januari 
2016 : 
Tabel. IV.5. Data Penunggakan Kelompok Zalsabilah 1 
Nama Yang 
menunggak 
Kelompok Total tunggakan pada bulan 
Januari 2015 
Arisa Zalsabilah 1 1.531.250 
Nursia Zalsabilah 1 1.531.250 
Rohan Zalsabilah 1    904.250 
Dahlia Zalsabilah 1    598.000 
Indo Upe  Zalsabilah 1 2.177.777 
Sriwati Zalsabilah 1    598.000 
Suriani  Zalsabilah 1 2.626.658 
Sakariah Zalsabilah 1 2.626.658 
Saheriah Zalsabilah 1 2.626.658 
Jumlah Tunggakan Zalsabilah 1 15.220.500 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
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Adapun daftar tunggakan dari kelompok Zalsabilah 2 yaitu sebagai berikut : 
Tabel.IV.6. Data Penunggakan Kelompok Zalsabilah 2 
Nama Yang 
menunggak 
Kelompok  Total tunggakan pada bulan 
Januari 2016 
Indo kani Zalsabilah 2 1.953.667 
Juharniah Zalsabilah 2 1.953.667 
Kasmawati Zalsabilah 2  2.308.500 
Lilis Zalsabilah 2    598.000 
Joha  Zalsabilah 2     598.000 
Hasnah Zalsabilah 2     598.000 
Jumlah Tunggakan Zalsabilah 2 8.009.833 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
       Sedangkan kelompok Al-asri hanya memiliki dua anggota yang menunggak 
yang disebabkan karena kemacetan usaha, berikut daftar tungggakannya 
sampai dengan bulan Januari 2016 : 
Tabel.IV.7. Data Penunggakan Kelompok Al-Asri 
Nama Yang 
menunggak 
Kelompok Total tunggakan pada bulan 
Januari 2016 
Najivia Al-asri 2.791.666 
Arlinda Al-asri 3.165.522 
Jumlah tunggakan          5.957.188 
Sumber UPK Kecamatan tanasitolo 2016       
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       Untuk mengatasi terjadinya penunggakan peran ketua kelompok sangatlah 
penting untuk tetap mengkordinasi anggotanya karena kordinasi antara ketua 
kelompok dan anggotanya sangatlah penting. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh UPK “Y” bahwa : 
“Sebenarnya yang menjadi masalah besar untuk saat ini yaitu kelompok 
Zalsabilah I dan Zalsabilah II karena memang mereka satu keluarga yang 
pergi dan pihak UPK “lose” kontak dengan pihak yang bersangkutan lain 
halnya yang terjadi di kelompok Zalsabilah 1 memang anggotanya 
meninggalkan daerah tapi masih bisa dihubungi dan bisa melunasi 
tunggakan meskipun sudah tidak berada di Kecamatan Tanasitolo. Kalau 
tidak salah ini anggota nya ke Samarinda” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
Ketidaksesuain tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap organisasi yang 
menanungi program tersebut dalam hal ini. Sebagimana yang telah di paparkan 
oleh BKAD mengenai faktor penyebab terjadinya tunggakan “AU” bahwa : 
 “Banyak sebenarnya faktor, tapi faktor utama dsini banyaknya menunggak 
yaitu yang pertama kesadaran dari ketua kelompok karena banyak banyak 
saya liat kalau turun dilapangan anggota sudah membayar tapi ketua 
kelompok yang tidak menyampaikan ke UPK. Kalaupun ada anggota 
kelompok yang menunggak dikarenakan usahanya yang sedang macet yang 
kedua ada usaha yang bergerak diluar daerah maupun diluar provinsi, 
mungkin karena mereka menganggap bahwa usahanya lancer akhirnya 
mereka pindah tempat sehingga 90% dapat dikatakan dana macet dan 
terhambat” 
(Wawancara 19 Januari 2016) 
       Faktor penyebab terjadinya tunggakan pada intinya terdapat pada 
bagaimana kerja sama antara anggota kelompok dan kelompok SPP. 
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa terjadinya penunggakan 
disebabkan oleh ketua kelompok yang tidak mengembalikan tunggakan anggota 
ke UPK dan faktor penyebab terjadinya tunggakan yang disebabkan oleh 
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anggota kelompok yaitu tidak lancarnya usaha yang dijalankan dan seringnya 
terjadi urbanisasi yang dilakukan oleh anggota kelompok. 
IV.3. Pembahasan Hasil Penelitian 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diawal maka pada 
pendiskripsian ini akan dilakukan telaah mendalam mengenai inovasi kebijakan 
tersebut dengan menggunnakan pendekan teori yang dikemukakan oleh 
Steelman yaitu dengan melihat dari segi faktor individu adalah salah satu faktor 
yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi sebuah inovasi 
kebijakan dengan melihat motivasi individu tersebut terhadap inovasi yang telah 
dibuat, norma dan harmoni para aktor terhadap perubahan tersebut dan 
keselarasan atau kesesuaian individu tersebut. 
Faktor Individu  
Berdasarkan penjelasan Steelman mengenai faktor Individu bahwa (Steelman, 
2010:17): 
 
“Individuals who are motivated and working within workplace social norms 
and the dominant agency or organizational culture that supports the 
innovation or the innovative practice” (individu yang termotivasi dan bekerja 
dalam norma-norma sosial di tempat kerja dan lembaga yang dominan atau 
budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktek inovatif;) 
 
Adapun poin-poin yang berasal dari faktor  individu  meliputi: (1)motivasi, (2) 
norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian.  
IV.3.1. Motivasi 
       Motivasi merupakan stimulus yang mendorong individu-individu yang merasa 
kurang puas dengan merancang solusi alternatif. Dengan memilih pilihan rasional 
dari gambaran teori kelembagaan dan kebijakan dan teori manajemen, motivasi 
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memperhitungkan apa yang mendorong kebijakan pengusaha atau pemimpin 
untuk melakukan suatu perubahan. Teori motivasi dalam faktor individu 
menyatakan bahwa setiap aktor  akan termotivasi untuk melakukan perubahan. 
Demikian juga, orang-orang yang paham akan teori tersebut mereka akan 
mampu merancang alternatif  solusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus 
memiliki beberapa tingkat kewenangan untuk melakukan perubahan. 
       Dalam kaitannya dengan implementasi Inovasi Kebijakan Program SPP di 
Kecamatan Tanasitolo, faktor motivasi sangat berperan dalam keberlangsungan 
inovasi tersebut baik pihak pemerintahnya maupun pihak target grup kelompok 
SPP. Pihak pemerintah dalam hal ini pihak BKAD yang memiliki kekuasaan 
tertinggi dalam pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP mengeluarkan sebuah 
Inovasi dengan maksud untuk mengurangi tunggakan dan meningkatkan 
motivasi kepada anggota kelompok untuk melunasi setiap tunggakan yang ada.  
       Namun sebelum inovasi kebijakan tersebut dikeluarkan terdapat sistem atau 
cara diterapkan guna mengatasi terjadinya penunggakan kepada anggota SPP 
adapun sistem yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan pada hasil 
penelitian diatas bahwa diterapkan sistem sanksi Lokal yaitu sanksi yang 
diberikan kepada pihak desa setempat dengan tidak diberikannya dana fisik jika 
terdapat salah satu anggota SPP melakukan penunggakan yang merupakan 
masyarakat dari desa tersebut. Dengan berakhirnya PNPM MP maka sanksi 
lokal secara bersamaan juga telah berakhir namun pihak BKAD memberikan 
solusi alternative guna mangatasi terjadinya penunggakan dengan 
dikeluarkannya aturan mengenai surat pernyataan ahli waris dan surat jaminan.  
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       Berdasarkan hasil penelitian,Implementasi inovasi tersebut dianggap 
berhasil jika dilihat dari segi motivasi individu yang tergolong dalam kelompok 
SPP terbukti dengan terjadinya penurunan jumlah tunggakan setelah inovasi 
tersebut diimplementasikan. Selain itu meningkatnya taraf hidup masyarakat 
yang tergolong dalam kelompok SPP merupakan salah satu faktor keberhasilan 
program SPP ini. 
Sejalan dengan itu (Steelman, 2010:12) dijelaskan bahwa 
“Many policy authors do not consider motivation or behavioral aspects that 
may provide individual incentives for innovation. Sabatier and Jenkins-Smith 
are notable in the attention that they pay to perspective and their emphasis 
on the role of belief systems and core values, and how these affect various 
interactions in their theory of policy change and learning. They theorize that 
belief systems are resistant to change except under specific conditions of 
external shocks, directives from superiors, or compelling empirical evidence 
that will alter beliefs”. 
(Banyak penulis kebijakan tidak menganggap motivasi atau aspek-aspek 
perilaku yang dapat memberikan insentif individu untuk inovasi.  Namun 
Sabatier dan Jenkins-Smith mengeluarkan perspektif dan memberikan 
penekanan pada peran sistem kepercayaan dan nilai-nilai inti, dan 
bagaimana ini mempengaruhi berbagai interaksi dalam teori mereka 
terhadap perubahan kebijakan dan pembelajaranmereka berteori bahwa 
sistem kepercayaan resisten terhadap perubahan kecuali di bawah kondisi 
tertentu dari guncangan eksternal, pengarahan dari atasan, atau menarik 
bukti empirisakan mengubah keyakinan)” 
       Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya dalam perubahan kebijakan 
termasuk inovasi kebijakan sistem kepercayaan sangat berpengaruh dalam 
suatu perubahan. Jika dikaitkan dengan inovasi kebijakan program SPP di 
Kecamatan tanasitolo, jika masyarakat yang tergolong dalam kelompok SPP 
tersebut memiliki kepercayaan yang kuat akan inovasi tersebut maka masyarakat 
yang terlibat langsung akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankan 
inovasi tersebut. Berdasarkan pernyataan Informan juga mengatakan bahwa 
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dengan adanya inovasi kebijakan program tersebut meningkatkan motivasi 
anggota kelompok untuk mengurangi masalah penunggakan. 
IV.3.2 Norma dan Harmoni 
       Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap 
perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma dan 
harmoni ini juga memperhitungkan keinginan individu untuk menjalin hubungan 
kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan institusionalisme sosiologis 
mengatakan bahwa jika norma kerja secara konsisten dengan implementasi 
inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga lebih mudah setiap 
individu untuk bekerja sama dengan melakukan praktek inovatif. Jika inovasi tidak 
konsisten dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin mengejar praktek 
inovatif Kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja 
lainnya. 
       Berkaitan dengan penelitian Implementasi Inovasi kebijakan program SPP di 
kecamatan Tanasitolo, bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat 
setempat setelah diimplementasikan inovasi tersebut membuktikan bahwa nilai-
nilai yang dianut dalam masyarakat tidak bertentangan dengan inovasi yang telah 
dikeluarkan sehingga akan memberikan keharmonisan terhadap masyarakat yang 
telah bergabung dalam kelompok SPP.  
IV.3.3 Kesesuaian dan keselarasan 
       Kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-niali individu dalam budaya 
organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nilai-nilai 
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lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi individu tersebut untuk melakukan 
praktek inovasi. 
       Berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan program Simpan Pinjam 
Perempuan di Kecamatan tanasitolo jika dilihat dari faktor kesesuaian dan 
keselarasan menurut Steelman masih terdapat ketidaksesuaian dengan dengan 
sebagian individu yang tergolong dalam kelompok SPP tersebut, terbukti pada 
saat penelitian masih adanya ketua kelompok yang meninggalkan tanggung 
jawabnya sebagai ketua kelompok dan tanggung jawab akan tunggakan yang ada 
di UPK dalam kasus tersebut terdapat anggota kelompok SPP yang 
meninggalkan daerah tanpa sepengetahuan UPK. Pada dasarnya nilai-nilai yang 
dianut oleh masyarakat khusus nya masyarakat Tanasitolo memiliki nilai-nilai 
berbeda-beda sehingga masih ditemukannya ketidaksesuaian antara inovasi 
tersebut dengan masyarakat setempat. 
Sejalan dengan pernyataan Steelman (2010:4) yang menyatakan bahwa : 
“innovation is in the eye of the beholder. Underlying interest ininnovation 
stems from an improved way of doing something, presumably to 
servesociety better, but the scope or scale of change may cause different 
people to labelsomething innovative while others might not. Some 
innovations are incremental;others are paradigm changing. Policy innovation 
is valued in our society because it means that someone has found a better 
way of problem solving”. 
(Inovasi adalah suatu hal yang hanya dapat dilihat oleh mata yang 
melihatnya. Kepentingan mendasar dalam inovasi berasal dari cara yang 
ditingkatkan untuk melakukan sesuatu, kemungkinan untuk melayani 
masyarakat lebih baik, tetapi cakupan atau skala perubahan dapat 
menyebabkan orang yang berbeda untuk memberikan nama sesuatu yang 
inovatif sementara orang lain mungkin tidak. Beberapa inovasi merupakan 
sebuah tahapan; perubahan paradigma yang lain. Kebijakan inovasi dihargai 
dalam kehidupan bermasyarakat  karena ituberarti bahwa seseorang telah 
menemukan cara yang lebih baik untuk pemecahan masalah.) 
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       Berdasarkan uraian diatas bahwa cara pandang dalam setiap individu 
berbeda-beda dalam melihat suatu perubahan, sehingga perbedaan yang 
demikian sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam suatu 
pengimplementasian sebuah inovasi. Sejalan dengan implementasi inovasi 
kebijakan program simpan pinjam perempuan di kecamatan Tanasitolo sebagian 
masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu perubahan akan mendukung 
inovasi tersebut namun disisi lain sebagian yang belum sadar akan pentingnya 
suatu perubahan yang lebih baik sebagian orang itu lah yang menyebabkan 
terjadi ketidaksesuaian dalam individu masyarakat. Disamping itu peran 
pemerintah sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada sebagian 
masyarakat yang menyebabkan munculnya ketidaksesuaian tersebut dalam hal 
ini pemerintah kecamatan Tanasitolo dan pihak UPK yang merupakan 
penanggung jawab dalam pengelolaan dana bergulir. 
       Selain ketiga faktor yang dijelaskan diatas yaitu faktor motivasi, norma-
norma/harmoni dan kesesuaian, Implementasi Inovasi kebijakan program 
Simpan pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten juga berkaitan 
dengan faktor struktur sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori 
Steelman mengenai faktor struktur.  
       Ada kondisi yang berbeda di mana pendekatan inovatif mungkin baik 
dilaksanakan, Peter Mei dan lain-lain fokus pada aspek struktural desain 
kebijakan untuk memfasilitasi koordinasi untuk implementasi. Ketika ada 
ketegangan mendasar antara lapisan pemerintah atas tujuan atau cara untuk 
mencapai tujuan, desain top-down, koersif implementasi yang diperlukan. Ketika 
ada ketidaksetujuan mendasar dengan tujuan kebijakan, paksaan tidak 
diperlukan dan lebih kooperatif. Menurut Mei dan beberapa orang lainnya, dalam 
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situasi ketegangan antara lapisan pemerintah, berada pada tingkat yang lebih 
tinggi pemerintah untuk menciptakan cara-cara inovatif operasi dan memaksakan 
mereka pada tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika ada sedikit 
ketegangan, pemerintah daerah dapat melakukan percobaan dengan kebijakan 
kerja sama Antarpemerintah.Berdasarkan Pemerintah Daerah kemudian 
dibiarkan untuk merancang solusi inovatif solusi bagi masalah mereka 
sendiri.Struktur tata kelola berpusat dalam sistem Federasi yang membuat 
peluang dan hambatan untuk inovasi, sama halnya yang terjadi pada 
implementasi inovasi kebijakan program simpan pinjam perempuan bahwa selain 
peran penting ketiga faktor yang telah dijelaskan yaitu faktor motivasi, norma-
norma dan kesesuaian disisi lain faktor struktur yang dikemukakan oleh 
Steelman juga berkaitan dengan implementasi inovasi kebijakan program simpan 
pinjam perempuan karena adanya inovasi kebijakan tersebut disebabkan karena 
adanya perubahan struktur yaitu setelah SPP ini berada dibawah naungan 
BKAD. Namun pada dasarnya yang menjadi focus penelitian dalam penelitian ini 
yaitu hanya membahas mengenai faktor individu yang terdiri atas motivasi, 
norma-norma dan kesesuaian. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1. KESIMPULAN 
       Dengan melihat hasil penilitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dalam pengimplementasian inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit 
Pengelola Keuangan di Kecamatan Tanasitolo sudah memberikan dampak yang 
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan 
oleh UPK dan pihak pemerintah Kecamatan Tanasitolo yang mampu merubah 
motivasi masyarakat dalam hal ini anggota kelompok SPP untuk melunasi 
tunggakan terbukti pada saat aturan surat pernyataan ahli waris dan pemberian 
jaminan diterapkan mengalami penurunan tunggakan yang pesat yaitu 
mencapaiRp. 51.050.004 dari Rp. 108.712.723 pada saat serah terima asset 
kemudian sampai saat iakhir januari menurun lagi menjadi 29.187.521. Namun, 
dibalik keberhasilan program yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Tansitolo 
juga terdapat kekurangan misalnya masih adanya ketidaksesuain antara 
kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP  berdasarkan hasil penelitian 
telah ditemukan tiga kelompok yang masih tergolong kedalam tunggakan yang 
bermasalah dua diantara kelompok tersebut meninggalkan daerah bersama 
dengan ahli waris yang bertanda tangan dalam surat pernyataan ahli waris tanpa 
seizin pihak UPK.Dengan demikian pihak UPK sulit untuk menagih anggota 
tersebut karena pihak keluarga yang bertanda tangan dalam surat pernyataan 
juga bersamaan meninggalkan daerah Kemudian satu kelompok juga tergolong 
dalam tunggakan yang bermasalah yaitu salah satu dari anggota tersebut 
mengalami kemacetan usaha. 
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V.2. SARAN 
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-
saran terkait penerapan inovasi kebijakan program SPP di Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo sebagai berikut : 
1. Untuk langkah selanjutnya dari pelaksanaan kebijakan surat pernyataan 
ahli waris dan pemberian jaminan pihak UPK lebih diperketat lagi 
termasuk didalamnya pemberian jaminan anggota untuk mengurangi 
terjadinya penunggakan. 
2. Pihak UPK sebaiknya merancang solusi alternatif jika dalam satu anggota 
keluarga dalam hal ini pihak yang bertanda tangan di surat pernyataan 
ahli waris meninggalkan daerah. 
3. Kepada semua pihak yang terlibat dalam program SPP baik UPK, BKAD, 
BPUPK pihak kecamatan dan pihak kepala desa lebih bekerja sama 
dengan baik untuk lebih mengurangi terjadinya penunggakan. 
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